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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REMUVBLIK INDONESIA,

bahws dalam rangka penerapan kebijakan reformasi birokrasi di Kejaksaan
Republik Indonesia perlu dilakukan upaya peningkaten efektifitas, efisiensi dan
produktifitas pelaksanaan tugas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

bahwa scbagai tindak lanjut dan Peraturen Menteri Negara Pendayagunaan
Aparaiur Negara Nomor: PER/2I/M.PAN/1 172008 tentang Pedoman Penyusunan
Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintah perlu disusan
prosedur operasional yang dapet menjadi scuan kerja bagi peleksanaan tugas
pekok dan fungsi di seluruh unit kerja Kejaksaan Republik Indonesia,

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang
intelijen secara transparan dan akuntabel perlu disusun prosedur kegiatan dan
operasi intelijen Kejaksaan yang menjadi acuan kerja di bidang Intelijen baik di
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan
Megeri di seluruh Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huraf a, huruf b,

& dan huruf ¢ perlu membentuk Peratursn Jaksa Agung Republik Indonesia tentang

Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomer L/PNPS/1%65 tentang Pencegahan, Penyalahgunasn
danfatau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 965
Momor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 2726) jo
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyatsan Berbagai Penetapan
Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36) |

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1999 MNomor 154, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Fepublik Indonesia,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor &7, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4401 )

Undang-Undang Momor 11 Tahun 2008 (entang Informaesi dan Transaksi
Elekironik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48437,




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INTELIEN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDOMNESIA;

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1
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Standar Operasional Prosedur yang selanjutnyn disingkat SOP Intelijen Kejaksaan Republik
Indonesia adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaman administrasi, serta mengatur bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa kegiatan
dan operasi intelijen Kejaksaan maupun kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum
dilakukan.

Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik yang
melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hulum, serta kegiatan di bidang
penerangan dan penyuluhan hukum. :

Hari Kerja adalah hari untuk bekerja sebagaimana yang telah di atur oleh pemerintah mulai pukul
07.30 sampai dengan pukul 15.30.

Pelaksana Inielijen adalah petugas yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen Kejaksann
yang telah ditentukan oleh Pimpinan, terdiri dari Pejabat Struktural, Satuan Tugas Intelijen,
Fungsional Jaksa, Fungsional Agen, Fungsional Sandiman, dan/atau Pelaksana Lainnya,

Pelaksana Lainnya adalah pegawai Tata Usaha yang ur.lakmmknn surat perintah untuk
mendukung pelaksansan tugas kegiatan dan tugas operasi intelijen yang telah ditentukan oleh
Fungsional Jaksa adalah Jabatan yang bersifal keahlian teknis dalam organisasi Kejoksaan
Republik Indonesia, yang kerena fungsinyn memungkinksn kelancaran pelaksanaan tugas
Kejaksaan Republik Indonesia.

Fungsional Agen adalah unsur pelaksana lapangan yang mempunyai tugas melakukan

penyelidikan, pengamanan dan penggelangan sera analisis produk intelijen untuk memperolch
komponen-komponen  strategis sebagai  bahan kebijakan Pimpinan sera mengamankan,

mensuksaskan dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Pimpinan.

Fungsional Sandiman adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dan
operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan melalui sarana intelijen komunikasi, analisis
produk intelijen untuk memperoleh komponen-tomponen strategis sebagai bahan kebijakan
Pimpinan serta mengamankan, mensukseskan dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk
Pimpinan.

Unit Teknis Persandian adalah unit kerja teknis yang bertugas melaksanakan fungsi di bidang
persandian dan pengamanan informasi,

Kegiatan Intelijen ndalahuaahn,hcglamndanﬁndnkmpngdﬂakuk_agumnﬁndnqm
menerus serta berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. Kegiatan ini bisa mempunyai aspek
jangka pendek dan jangka panjang.

Opernsi Intelijon adalah usaha, kegintan dan tindakan yang :Ii]l.ll:uknn hmdmhnmtum
untuk mencapai suatu tujuan yang terperinci gecara khusus diluar darl pada tujuen yeng terus-
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menerus dalam hubungan mang dan wakiu yang ditetapkan dan yang dilakukan atas dasar perintah
dari pihak atasan yang berwenang.

Produk Intelijen adalah Waskah Dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan kegiatan
penyampaian, pelaporan dari hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksenaan tugas
operasi intelijen yang dilakukan unsur-unsur intelijen Kejaksaan,

Satuan Tugas Intelijen adalah tim Jaksa yang telah memenuhi persyaratan terentu yang
ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen atau Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan
kegiatan dan operasi intelijen.

Dukungan intelijen adalash bantunn yang diberikan bidang infelijen Kejaksaan dalam rangka
mendukung keberhasilan tugas pokok bidang Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus,
Pengawasan, Perdata dan Tata Usaha Negara serta Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

Instrumen Penilaian Kinerja Unit yang sclanjuinya disingkat IPKU adalah sarana yang
dipergunakan untuk menilai kinerja dan salah satu dasar penunjukan Satuan Tugas Intelijen dalam
setiap kegiatan dan operasi intelijen yeng meliputi unsur kecepatan, ketepatan dan kualitas
penyelesaian tugas.

Insirumen Penilaian Kinerja Perorangan yang sclanjutnye disingkat IPKP adalah sarana yang
dipergunakan untuk menilai kinerja dan salah salu dasar pemberian reward dan punishment
tethadap anggota Satuan Tugas Intelijen dalam setiap tugas kegiatan dan tugas operasi intelijen
meliputi unsur kehadiran, partisipasi dan kerjasama.

Penyelidikan Intelijen adalah semua usaha, kegiatan, pckerjean dan tindakan yang dilakukean
secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam sustu siklus kegiatan intelijen untuk mencari,
menggali, memperoleh dan mengumpulkan informasi, data‘bahan keterangan (baket) dari berbagai
sumber (baik sumber terbuka maupun sumber tertutup) melalui kegiatan terbuka dan tertutup yang
diperlukan mengenai masalah tertentu untuk dapat membuat perkiman mengenai masalah yang
dihadapi guna memungkinkan menentukan kebijakan dan mengambil tindakan dengan resiko yang
diperhitungkan.

Rencana Penvelidikan Intelijen adalah persiapan unfuk melaksanskan penyelidikan, yang disusun
secarn cermat mengenai segaln sesuatu yang skan dilakukan oleh pelaksana operasi imtelijen
berdasarkan sural perintah yang telah ditetapkan.

Pengamanan Intelijen adalah rangkaian kegintan, upaya, langkah atau tindakan yang dilaksanakan
secars berencana, bertnhap dan berkelanjutan, dengan twjuan untuk mengamankan Negara,
Pemerintah, Lembaga atau Organisasi terhadap ancaman, gangguan, han:tl:utnn dan tm:ttnugan baik
yang datang dari cksternal (luar negeri) ateu intemal (dalam negeri) agar tetap terpeliharanya
ketertiban, ketentramen dan keamanan.

Rencana Pengamanan Intelijen adalah persiapan untuk melaksanakan pengamanan yang disusun
secara cermat mengenni segala sesuatu yang akan dilskukan oleh pelaksana operasi intelijen
berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan.

Penggalangan Intelijen adalah semua usaha, kegiatan, pekerjann dan tindakan yang dilakukan
secarn berencana, bertahap dan berkelanjutan oleh organisasi intelijen dalam suatn siklus kegiatan
intclijen dengan menggunakan taktik dan teknik intelijen untuk membuat, menciptakan dan/atau
merubah suatu kondisi dan situasi didacrah tertentu atau mang:gdﬂudmihn pnlmu;.:m-:!q:nt
(terutama potensi orang perorangan, kelompok dan masyarakat WmMUmnyn am jangka
waktu tertentu kepada tingkat keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Kejaksasn,
ustha-usaha uniuk menghilangkan hembatan-hambatan terhadap pelaksanaan tugas pokok
Kejaksaan atau menciptakan suatu kondisi dan situasi yang diinginlkan oleh pengguna (user).
Rencans Penggalangan Intelijen adalah persiagpan untuk melaksanakan perggalangan yang
disusun secars cermal mengenai segala sesustu yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi
intelijen berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan.

Target Operasi adalah petunjuk pelaksanaan Surat Perintah Operasi Intelijen.

Telaahan Intelijen adalah pembahasan atwu analisa staf intelijen mengenai suatu permasalahan

yang perlu dikaji, baik atas inisintif staf maupun atas perintah atan petunjuk Pimpinan.
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(25) Briefing adalah penjelasan/pengarahan singkat untuk persiapan seseorang atau lebih berupa

gambaran tentang tugas, tujuan, kebutuhan, keadsan yang mungkin tegadi, metode yang akan
digunakan.

(26) Debriefing adalah pertanyaan serta tanggapan/penilaian terhadap petugas sesuai operasi lapangan

berupa data informasi dan data operasional.

(27} Pra-ekspos adalah pemaparan hasil pelaksanaan Surat Perintah Tugas yang dituangkan dalam

bentuk laporan dan matriks.

(28) Ekspos adalah pemaparan hasil pelaksanaan Surat Perintah Operasi Intelijen yang dituangkan

dalam bentuk laporan dan matriks.

(29) Pencegahan adalah larangan yang hersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar

dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

(30) Penanghkalan adalah larangan yang bersifut sementara terhadap orang-orang terteniu untuk masuk

(31)

ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

Monitoring Center Kejaksaan Republik Indonesia adalah fasilitas teknologi untuk melakukan
pemantavan yang dijadikan tujuan transmisi/pengiriman hasil dari pemantauan dan pendeteksian
terhadap pembicaraan/telckomunikasi subyek sasaran.

(32) Pemantauan adalah kegiatan mendengar, merekam, dan/atau mencatat transmisi deta serta

(33)

(34)

(33)

(36)

menganalisis suatu komunikasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat publik
ataupun bersifat privat, baik menggunakan jaringan kabel maupun jaringan nirkabel (wireless)
untuk mendukung proses penegakan hukum dan operasi intelijen Kejaksaan, '
Pendeteksian adalah kegiatan memantau aktifitas dan keberadaan target pada waktu dan tempat
tertentin.

Pengamanan Telekomunikasi adalah  pemberian  dukungan operasional  pengamanan
telekomunikasi vang memiliki modul sandi berupa pemasangan, instalasi, pengopernsian,
pengawasan dan pengendalian secara operasional pada perangkat telekomunikesi suar, yang
berupa handy telky, handphone hersandi (Crypto-phone), deskphone bersandi, faksimile bersandi
(Crypto-fiax), dan data berupa e-mail bersandi (secure e-maff).

Pengamanan sinyal adalah pemberian dukungan berupa kegiatan yang bertujuan untuk
mengantisipasi upaya i atan sabotase melalui teknologi penginderaan yang
disembunyikan oleh pihak lain.

Bank Data Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BDI Kejaksaan RI
adalah himpunan/kumpulan date dan informasi yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan vang disimpan di dalam komputer secara
H‘wmhkl #

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pazal 2

Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia meliputi:

R oOMm 8 Do B

Penyclenggaraan dan Pengolahan Administrasi Intelijen;

Pelaksanaan Kegiatan dan Operasi Intelijen;

Pencegahan dan Penangkalan;

Pencarian dan Penangkapan Buron Kejaksaan;

Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayann Masyarakat dan Keagamaan;
Qatuan Tugas Intelijen;

Dukungan Intelijen;

Bank Data Intelijen;




i. Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum;

j.  Publikasi, Dokumentasi dan Pengelolaan Website;

k. Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PEM);
. Penerimaan Audiensi/Kunjungan Tatap Muka;

m. Kegistan Antar Lembaga Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

BAB I1
PENYELENGGARAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI INTELIJEN

Bagian Kesatu
Penyelenggarann

Pasal 3

Penyelenggarasn administrasi intelijen Kejaksaan dilaksanakan oleh :

a  Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen cq. Kepala Bagian Tata Usaha;

b. Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen cq. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
~¢. Kepala Pusat Penerangan Hukum ¢q. Kepala Bagian Tata Usaha,

d. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;

e Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi cq. Kepala Seksi I1I;

f  Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri;

g Kepala Urusan Tata Usaha Teknis pada Cabang Kejaksaan Negeri.

Bagian Kedua
Pengolahan

Pasal 4

{1) Pencatatan dan prosedur pengiriman surat/dokumen/nagkah dinas bidang intelijen :

a. Setiap surat baik rehasia maupun biasa yang masuk ke Jaksa Agung Muda Intelijen diterima oleh
Kabag TU kemudian dicatat ke dalam buku agenda surat masuk (RIN.1) oleh petugas
agendaris’pencatat yang ditunjuk, setelah dilampiri kartu penerus disposisi, selanjutnya
disampaikan kepada Sckretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, sedangkan tembusan surat langsung
disampaikan kepada alamat yang dituju sesuai daftar tembusan, dalam waktu paling lama 3
(tiga) jam pada hari yang sama;

b. Sekrotaris Jaksa Agung Muda Intelijen akan menentukan kemana/kepada siapa distribusi surat
tersebut. Surat-surat yang dianggap penting dan perfu diketahni Jaksa Agmng Muda I_utelﬂun
disediakan/disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen untuk mendapat putm:ljuln"mspmm
Apabila surat tersebut ada tembusannya, tembusan surat terschut dapat langsung {htmmhn
pendistribusiannya oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen kepada alamat yang dituju sesuai
daftar dalam tembusan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama;

¢. Surat yang diterima Jaksa Agung Muda Intelijen kemudian didisposisi dan dikembalikan kepada
Kabag TU, dalam waktu paling lama 2 (dua) hai;

d. Kabag TU mendistribusikan surat yang telah didisposisi Jaksa Agung Muda Intelijen dan
Sekretaris Jaksa Agung Muda Intclijen disertai kariu kendali _dmgan m:nggima_hn buku
ekspedisi (F.IN.4) untuk surat biasa dan (R.IN.5) untuk surat rahasia, dalam waktu paling lama 1
(satu) jam pada har yang sama;

e. Subbagian Tapersip pada Sekretaris Juksa Agong Muda Intelijen, Subbagian Tata Usaha pada

setiap Direktur, Subbagian Umum pades Kepala Pusat Penerangan Hukum dan pegawai Tata
Usaha yang ditunjuk peda Eeerdinator mencatat surat/doloumen yang masuk pada bukn agenda




(R.IN.1) kemudizn meneruskannya kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur,
Kapuspenkum dan Koordinator, dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama;
Surat yang diterima Sesjam/Dirckiur’Kapuspenkum/Koordinator dipelajari, dalam wakiu paling
lama 6 (enam) jam kemudian didisposisi dan dikembalikan kepsda Kasubag terkait atan pegawai
Tata Usaha yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada Kasubdit'KabidEabag atau
pegawai Tata Usaha yang ditunjuk untuk pengadministrasian, dalam waktu paling lama 1 (satu)
jam pada hari yang sama.

(2} Pencatatan, penandatanganan dan penomoran (pengolahan) surat/dokumen/naskah dinas kelusr
bidang intelijen :
Setiap surat yang dikirim keluar dari bidang intclijen ditandatengani olch Jaksa Agung Muda

Intelijen atau Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen atau Direktur atau Kapuspenkum sebagai
pejabat yang mewakili, kemudian dicatat didalam buku Agenda Surat Keluar, surat biasa dicatat pada

(R.IN.2) dan surat rahasia pada (R.IN.3), dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
(3) Pengiriman surat/dokumen/naskah dinas pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen ;

a

Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen setelah
menerima surat Dinas yang telah ditandatangani Jaksa Agung Muda Intelijen atau Sekretaris
Jaksa Apung Muda Intelijen etay Direktur atau Kepala Pusat Peocrangan Hukum segern
mengirimkan ke alamat tujuan berikut tembusannya, dalam wakiu paling lama 1 (satu) hari pada
hari vang sama, melalui sarana :

1. Biro Umum;
2. Pos, Jasa Kurir;
3. Jaringan Komunikasi Sandi Kejakssan (JKSK).

Kabag Tata Usaha pada Sckretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, dalam wakiu paling
lama 1 (satu) hari setelah surat tersebut dikirimkan segera melakukan pengecckan kepada Biro
Umum atau kepada petugas JKSK atau bukti pengiriman melalui pos atau jasa kurir.

(4) Tata Cara Pengolahan Administrasi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2}, dan (3) berlaku
juga untuk Kejaksaan di daerah, yaitu sebagai berikut:

2
3.

Di Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Seksi [I1;
Di Kejaksaan Negeri oleh Kepala Seksi Intelijen;
Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Urusan Tata Usaha Teknis.

Bagian Ketiga
Penanganan Surat/Dokumen/Naskah Dinas

Pagal 5

(1) Penyusunan surat/dokumen/naskah dinas ;

i

Kegiatan penyusunan surat/dokumen/naskah dinas dimulal setelah suatu surst/dokumen/ naskah
dines selesai digunakan eoleh Pimpinan. Surat/dokumen/naskah dinas tersebut dikembalikan
kepada Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen, D::rektumt_ Puspc:ﬂnmy
pegawai Tata Usaha pada Koordinator, dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang
sam;

Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktorat, Puspenkum, pegawal Tata
Usaha pada Koordinator menerima surat/dokumen/naskah dinas untuk disimpan, dalam waktu
paling lama 2 (dua) jam pada hari yang sams;

Petugas pelaksans mengarsipkan surat/dokumen/naskah dinas dengan cara disusun menurut kode,
index dan masalah, sub masalah dan untuk lebih memudahkan penemuan suatu dokumen/naskah
dings disusun menurut sumber asal surat/dokumen/naskah dinas, bentuk produk, permasalahan
dan tahun pembuatan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama;

Penyusunan surat’dokumen/naskah dinas berioku untuk Kejaksasn di deersh, dengan ketentuan
dan penyusunan adalah gebagai berilout :




1. Di Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Seksi IIT;

2, Di Kejaksaan Negeri oleh Kepale Seksi Intelijen;

3. Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Urnsan Tata Usaha Teknis.

Penyusunan surat’dokumen/naskah dinas digunskan untuk pemberkasan surat/dokumen/ naskah

dinas, pemetaan, pgrafik, statistik dan kartutik yang meliputi :

1. Keuangan dan Kekayaon Negara, pengadaan barangfjasa pemerintah, pelayanan publik dan
sektor lninnya, kinerja tindak pidans umum dengan rubrik penyelamatan keuangan negara dan
peranggulangan tindak pidana;

2. Cegah tangkal dan orang asing, pengawnsan media magssa, barang cetakan, aliran kepercayaan
masyarakatl dan keagamaan, Politik dan Sosial Budaya, kinerja sumber daya organisasi dengan
rubrik politik, sosial budaya dan sumber daya organisasi;

3, Pengamanan informasi, pemantauan, sumber daya teknologi intelijen, serta produksi intelijen
dengan rubril sandi dan produksi intelijen,

(2) Visuvalisasi Data, Buku Data Peta, Grafik dan Statistik:

i,

Pencatatan informasi‘data dilakukan terus-menerus oleh pegawai Tam Ussha pada
Direktorat/Puspenkum  dalam bentuk pembuatan peta/pemetsan secara visual dengan
mempergunakan simbol-simbol/tanda-tanda gambar/peta beserta legendanya sebagaimana diatur
dalam (R.IN.22), dalsm walktu paling lama 1 (satu) hari;

Pegawal Tata Usaha yang ditunjuk pada Direktorat/Puspenkum membuat peta-peta data
dilengkapi dengan Buku Data Peta yang memuat penjelasan mengenai data, peristiwa dan kasus
yang ada secara lengkap, dimana bentuk dan cara pengisiannya dapat dilihat dalam petunjuk
(R.IN.11) sampai dengan (R.IN.14), kemudian disajikan/ditempatkan ditempat khusus yang
disediakan untuk it dan tidak dipajang di dinding, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;
Pembuatan grafik dan statistik untuk mengetahui perkembangan dan perbandingan suatu
masalah dari jangka waktu ke jangka waktu yang lain sesuai gambar dan petunjuk dalam
(R.IN.23) dilakukan olch pegawai Tata Usaha yang ditumjuk Kasubdit Produksi Intelijen pada
Direktur 111 atau Kabid pada Puspenkum, dalam waktu paling lama | (satu) hari;

Data-data yang akan ditusngkan dalam petn/grafik/statistik disiapkan oleh pegawai Tata Usaha
yang ditunjuk  KesubditKabid kemudian  diserahkan kepada  pencatat'pembuat
peta/grafik/statistik, dalam wakto paling lama I (safu) hari;

Pembustan peta, grafik dan statistik dilaksanakan dengan tertib, rapi dan bersih dengan
menggunakan lertas putih/kertas grafik, masing-masing berukuran minimal 40x80 cm.

Bagian Keempat
Penanganan Kartutik

Pasal 6

(1) Penanggungjawsb kartutik adalah:

. B

Di Kejaksaan Agung :

|, Kasubdit Keuangan dan Kekayaan Negars;

2, Kasubdit Politik dan Sosial Budays;

3. Kasubdit Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan
Keagamaan;

4, Kasubdit Produksi Intelijen.

Di Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Seksi IIT;

Di Kejaksaan Negeri oleh Kepala Seksi Intelijen;

Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Tata Urusan Telnis,




(2) Pembuatan Kartutik:
a.  Kartutik Biodata scsuai format R.IN,16 dan kartutik tersangka/terdakwa/terpidana sesuai format

f.
g

R.IN.17 dibuat oleh pegawai Tata Usaha Sub Direktorat Produksi Intelijen setelah memperoleh
data, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;

Kartutik Organisasi sesuai format R.IMN.18 dibuat oleh pegawai Tate Usaha Subdit Politik dan
Sosial Dudaya, Subdit Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan

Masyarakat dan Keagamaan, Subdit Keuangan dan Kekayaan Negara setelah memperoleh data,
dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;

Kartutik Barang Cetnkan scsuai format RIN.19 dibuat olch pegawal Tata Usaha Subdit
Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaen Masyarakat dan Keagamann
setelah mempercleh data, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;

Pembuat kartutik bertanggungjawsb atas kelanceran dan keamanan dokumen seclama proses
pembuatan di ruang kartutik, sebelum dokumen fisiknya dikembalikan kepada Kasubdit
Produksi Intelijen/Asisten Intelijen/Kepala Seksi II/Kepala Urusan Tata Usaha Teknis;

Pembuat kartutik wajib untuk mencatat bahan-baban keterangan yang tercantum dalam
dokumen-dokumen secara singkat dan wajib mengamankannya;

Pembuatan kartutik dapat dilakukan secara manual dan elektronik;

Kertes yang digunakan untuk semua jenis perkartuan adalah kertas tebal dengan warna putih
ukuran 1 {satu) folio.

(3) Penyimpan karlutik

.

b.
c.
d.

Di Kejaksaan Agung oleh Kasubdit terkait;

Di Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Seksi I11;

Di Kejaksaan Negeri oleh Kepala Seksi Intelijen;

Di Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Urusan Tata Usaha tekms.

Pasal 7

" (1) Tata cam penyimpanan kartutik adalah sebagai berikut :

il.

Penyimpanan kartutik dilaksanakan dan dikelola olch pegawai Tata Usaha:

1) Di Kejaksaan Agung yang ditunjuk oleh Kasubdit terkait;

2) Di Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk oleh Kepals Seksi I1T;

3) Di Kejaksaan Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Intelijen;

4) Di Cabang Kejaksaan Negeri yang ditunjuk cleh Kepala Urusan Tata Usaha Teknis;
Pegawai Tata Usaha yang ditunjuk menyimpan kartutik ke dalam kotak yang telah
disediakan/ditentukan atas sepengetahuan/perintsh Kasubdit Keuangan dan Kekayaan MNegara,
Kasubdit Politik dan Sosial Budays, Kasubdit Pengawasan Media Massa, Harang Cetakan,
Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamasn, Kasubdit Produksi Intelijer, dalam waktu
paling lama 1 (satu) hari;

Data-data yang akan dituangkan dalam kartutik disiapkan oleh pegawai Tata Usaha yang
ditunjuk Kasubdit/Kabid kemudian diserahkan kepads pencatat/pembuat kartutik, dalam waktu
paling lama 1 (satu) hari;

Pembuatan kartutik yang dilakukan pegawal Tata Ussha pada Kasubdit Produksi
Intelijen/Kepala Seksi [11/Kepala Seksi Intelijen/Kepala Urusan Tata Usaha Teknis bertanggung

jawab atas kelancaran tugas-tugas kartutik dan keamanan dokumen-dokumen serta informasinya

selama dokumen-dokumen tersebut berada den sedang dikerjakan di ruang Ir,artuhk sebelum
dokumen fisiknya dikembalikan kepada Kasubdit Produksi Intelijen/Kepala Seksi MMKepala
Seksi Intelijen/Kepala Urusan Tata Usaha Teknis;
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Penyelenggara kartutik diwajibkan untuk mencatat bahan-bahan keterangan ydng tercantum
dalam dokumen-dokumen dan file dalam wakiu sesingkat-singkatnya dan  wajib
mengamankannya;

Penyelenggara kartutik bertugas membagi-bagikan pekerjaan kepada stafnya Sesuai dengan
tugasnya masing-masing serta membuat laporan berkala dengan mencatat jumlah dokumen dan
file yang diterima untuk kartutik, pengisian kartu lama dan pembuoatan kartu ban,

(2) Rincisn tugas pembuat kartutik adalah:

.

b.

Memasukkan data-data ke dalam kartutik sesuai dengan petunjuk yang ada;
Menvimpan kartutik ke dalam kotak yang telah disedizkan/ditentukan;
Mengeluarkan kartutik dari kotak atas persetujuan Kasubdit terkait;

(3) Penanggungjawab kartutik secara administratif sepenuhnya berada pada pembuat kartutik dan secara
teknis berada di bawah atasan langsung masing-masing;

Setiap Kejaksasn Tinggi wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar dari kartutik yang dibuat kepada
Direktur [Tl pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menurut model yang telah ditetapkan (R.IN.16
s/d R.IN.19}, Demikian juga setiap Kejaksaan Neger, Cebang Kejaksann Megeri kepada Asisten
Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi.

(4)

(1)

Bagian Keenam
Penyimpanan, Pengamanan dan Pemusnahan Surat/Dokumen/Naskah Dinas

Pasal &

Penyimpanan surat/dokumen/nasksh dinas pada Sckrotariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen,
Direktorat, Puspenkum, Koordinator adalah sebagai berikut:

.

b.

Pegawai pada Pagian Tata Usaha Sekretarint Jaksa Agung Muda Intelijen, Sub Bagian Tata
Usaha Dircktorat, Bagian Tata Usaha Puspenkum, Koordinator mencatat tanggal penyelesaian
setinp surat dalam Buku Arsip (R.IN.8), dalam waktu paling lama 3 (tige) jam pada hari yang
SR

Penyimpanan arsip sumbt/dckumen/naskah dinas beserta tanggapan/jawaban disimpan dalam
tempat penyimpanan sesuai dengan kode/indeks dan klasifikasi surat, dalam waltu paling lama 2
(dua) jam pada hari yang sama;

Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen oq. Kabag Tata Usaha, Direltur eq. Kasubag Tata Usaha,
Kapuspenkum cq. KabagTata Usaha, Koordinator cq. pegawai Tata Usaha membubuhkan status
surat/dokumen/naskal dinas dimaksud. Apabila dipandang masih aktual, dinamis atas pasif
maka perlu disimpan di Bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Intelijen/Subbag Tata Usahn
Mirektur/Bagian Tata Usaha Puspenkum/pegawai Tata Usaha pada Koordinator, dalam wakiu
paling lama 2 (dua) jam pada hari yang sama;

Pegawai pada Bagian Tata Usaha Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Subbagian Tata Usaha
Direktur, Kabag Tata Usaha Puspenkum, Koordinator terkait menyimpan surat‘dokumen/naskah
dinas yang masih diperlukan dalam kegiatan sehari-hari untuk keperluan pembuatan
perencanaan, pengalahan, penyusunan produk Intelijen dan lnin-lain, dalam waktu paling lama 2
(dua) jam pada hari yang sams;

Pegawai pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Bi«r!ang Intelijen menyimpan
surat/dokumen/naskah dinas vang tidak berrilai intelijen (yang bersifat umum) seperti surat-
surat vang bethubungan dengan personalie, organisasi, peralatan Intelijen, Rencena Kerja dan
Program Kerja, pelaksanaannya dan lain-lain, dalam waktu paling lama 2 (dua) jam pada hari

vang sama;

Tata cara penyimpanan :
Cabang Kejaksaan Negeri men

dilakukan:

surat’dokumen/naskah dinas di Kejakssan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan
yesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas dan penyimpanannya




1. DiKejaksaan Tinggi oleh Kepala Seksi I11;
< 2. Di Kejaksaen Negeri oleh Kepala Seksi Intelijen;
3. Di Cabang Kejaksgan Megeri oleh Kepala Urusan Tata Usaha Teknis:
g- Untuk mendapatkan penataan yang lebih berhasil guna, pola klasifikasinya (pengelompokkan

surat-surat ke dalam kesatuan/unit kecil) ke dalam map, odner dan lain-lain didasarkan kepada
| sumber/asal surat, bentuk produk Intelijen, subjek/produk permasalahan dan periodenya;

' h. Dalam usaha mempermudah dan mempercepat  pencarian/penemunn  kembali
surat/dokumen/naskah dinas yang diperlukan, dipergunakan sistem pemantauan menurut
. kode/indeks yang berlaku dan disesuaikan dengan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan di
' Bidang Intelijen;
i. BSemus surat/dokumen/naskah dinas vang diterims dan/atau berdasarkan bahan laporan dan
b masukan dan satuan kerjs di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktorat,
' Puspenkum, Keordinator, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Neperi, perwakilan Kejaksaan di lnar
negeri dan instansi lain dibimpun, disusun, diatur, disimpan dan dirawat sebagai berikut:
1. D dalam filling kabinet menurut jumlah dan tempet vang disediakan berdasarkan sumber
surat yaitu:
| a) Lingkungan Kejaksaan Agung RI;
| b) Badan Intelijen Lain/TNI/Polri;
¢) Instansi lain;
| d) Kejaksaan di daerah,;
&) Perwakilan Kejaksaan di luar negeri;
2. Surat‘dokumen/naskah dinas dalam bentuk produk intelijen diatur dan disimpan dalam
masing-masing ordner/map menurut sumber asal surat, permasalahan, urutan tahun (aktual,
; dinamis, pasif), bentuk/jenis produk seperti : lapinhar, lepinsus, lapsus dan Jain-lain;
: 3, Untuk lembar-lembar surat yang bukan produk intelijen disimpan dalam ordner menurut
: pokok permasalahan.
3 j.  Tata cara pelaksanaan penyimpanan tersebut diatas berlaku juga bagi Kejaksaan di daerah sesuai
dengan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
! (2) Pengamanan surat/dokumen/naskah dinas:
a Perlakuan terhadap surat/dokumen/naskah dinas:

|. Bilamana suatu surat/dokumen/naskah dinss terikat menjadi sam sedangkan derajat
| kualifikasi berbeda-beda meka terhadap surat/dokumen/naskah dines tersebut diberikan
derajat kualifikasi yang tinggi sedangkan bagi dokumen yang terlepas antar satu dengan
vang lainnya ditentukan secara sendiri-sendiri;
2, Terhadap surat pengantar atau tenda penerimasn keterangan tidak perlu dikualifikasikan
kecuali suratnya sendiri menegaskan tentang kualifikasinys;
3. Suatu suret/dokumensnaskah dinas hanya mempunyai satu kualifikesi dari kualifikasi yang
ada;
4. Kunlifikasi suatu surat/dokumen/naskah dinas yang berasal dari negara Inin yang diberikan
kepada negara Republik Indonesia dan/atau melalui Kejoksaan diberikan kualifikasi yang
| sama dan diperiakukan secara khusus;
5. Suatu suratdokumen/naskah dinas sewaktu-waktu kualifikasinya dapat diubah oleh
- Pimpinan sesuai dengan perkembangan isinya;
| 6. Pegawai paca Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen/Sub Bagian Tata
Usaha Direktorat/Bagian Tata Usaha Puspenkum melakukan kegiatan pengamanan
- perlakuan terhadap surat/dolumen/naskah dinas, dalam waktu paling lama 1 (satu)) hari,




b. Pemberian tanda-tanda kerahasiaan:

Terhadap suatu surat/dokumen/naskah dinas yang terlepas diberikan tanda-tanda kerahasiaan
scbagai berikut:

1.

8,

Terhadap surat/dokumen/naskah dinas yang terpisah antara yang satn dengan yang lainnya
seperti surat-surat memorandom dan surat-sural yang terdiri dan halaman-halaman yang
terlepas diberi tanda kualifikasi cetak atau cap dengan warna merah dan dicantumkan di
bagian atas dan bawah kulit pada halaman pertama dari dokumen tersebut, selanjutnya pada
kualifikasi tersebut dicap di bagian tengah setiap halaman berikutnya dengan huruf tebal;
Terhadap surat/dokumen/naskah dinas dokumen yang dijilid diberi tanda kualifikasi dengan
huruf cetak besar secara menyolok pada sampul muke atas dan bagian bawah dan sampul
bagian belakang pada judul halaman pertama dan terakhir;

Terhadap surat/dokumen/naskeh dinas yang diproduksi diberi tanda kualifikasi sesuai
dengan aslinya;

Terhadap potret dan film negatif diberi tanda kualifikasi pada bagian belakang atas, tengah
dan bawah;

Terhadap cine film diberi tanda kualifikasi pada bagian akhir tiap rol dan selanjutnya
disimpan di dalam container dengan tanda yang menyolok;

Terhadap data yang tersimpan dalam compact disk (CD), flashdisk dan scjenisnya diberi
tanda kualifikasi dan dicantumkan pada sampul bagian depan selanjuinya disimpan di
tempat penyimpanan khusus dengan tonda khusus;

Terhadap rekaman suara diberi tanda kualifikasi (dengan suara) pada bagian pormulaan dan
alchir rekaman;

Terhadap peta, bagan dan gambar diberi tanda kualifikesi dan dicantumken pada bagian
legenda, skala dan judul;

Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen/Sub Bagian Tats Usaha
Dircktorat/Bagian Tata Usaha Puspenkum melakukan kegiatan pemberian tanda kualifikasi
kerahasinan, dalam wakiu paling lama 1 (satu} hari.

¢. Cara Pengiriman :

7

2,

Sangat Rahasia
Suaty surat/dokumen/naskah dinas dan suret yang berkualifiknsi Sangat Rahasia (SR) dapat
disampaikan:
a) Secara langsung oleh pejabat yang terkaitkompeten;
b} Melalui pelaksana intelijen yang dapst dipercaya dan dijamin keamanannya dengan
pesan harus lapor kepada yang dihubungi atau melalui Perwakilan Republik Indonesia
di luar neger;

¢) Melalui Unit Teknis Persandian dimana pengirimannya dapat dﬂ_nkukan dengﬂn Fos
Pemerintah, Radio SS8/foksimile /JKSK melalui surat elektronik bersandi (e-mail

encrynfionl.
Rahasia :
Quatu surat/dokumen/naskah dinas yang berkualifikasi Rahasia (R) dapat dikirim melalui :
a.  Awak kapal/pesawat/alat anglkutan darat yang dapat dipercays;

b. Pegawai yang dapat dipercaya dan dijamin keamanannya ﬁeugau pesan harus ]npm-
keﬁﬂadn yang dihubungi atau melalui Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negers;

¢. Pos-pos khusus pemerintah dengan menghubungi langsung pejabat Pos;

Melalui Unit Teknis Persandian dimana pengirimannya dapat dilakukan dengan Pos
Pemerintah, Radio SSB/faksimile/JKSK melalui surat elektronik bersandi (e-mail

crrorption).
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3. KonfidensilTerbatas:

Suatu surat/dokumen/naskah dinas vang berkualifikasi konfidensilterbatas dapat dikirimkan
dengan menggunakan kurir, pos’kiriman tercatat/faksimileJTKSE melalui surat elekironik
bersandi (e-mail encryprion};

4, Bagion Tats Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen/Sub Bagian Tata Usaha
Dircktorat/Bagian Tata Usaha Puspenkum melakukan kegiatan pengiriman surat/
dokumen/naskah dinas, dalam waktu paling lama 1 (satu) har.

Cara penyampulan surat/dokumen/naskah dinas:

Penyampulan suatu surat/dokumen/naskah dinas ditentukan menurut derajat kerahasiaannya

sebagal berikut:

1. Sangat Rahasia, menggunakan 3 (tiga) sampul:

a) Sampul pertama dilakukan pada 3 (tiga) tempat diberi tanda kualifikesi, nomor urut
surat, stempel dinas dan alamat;

b) Sampul kedua sama dengan sampul pertama;

¢} Sampul ketiga, bertuliskan nama dan jabatan.

2. Rahasia, menggunakan 2 (dua) sampul:

Hanya menggunakan 2 (dua) sampul, sampul pertama dilakukan sama dengan sampul
pertama pada sampul pada surat Sangat Rahasia;

3. Konfidensil
Hanya bertuliskan alamat dan stempel dinas;

4. Bagien Tata Usaha Sekretariat Jakss Agung Muda Bidang Intelijen/Sub Bagian Tata Usaha
Dirckiorat/Bagian Tata Ussha Puspenkum melnkulan kegiatan penyampulan terhadap
surat/dokumen/naskah dines, dalam waktu paling lamal (satu) hari.

Cara penyimpanan :

1. Untuk yang berkualitas Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R) disimpan pada lemari besi,
filling kahinet dengan kunci kombinasi dan berlapis isolasi ruang khusus yang dibuat untuk
itu dan terjamin keamanannya;

2. Dalam lemari dan ruang tersebut di atas tidak ada benda-benda lain  sclain
surat/dokumen/naskah dinas dan pada setiap tutup kantor harus diadakan pemeriksaan dan
hams dalam keadasn terkunci, kunei kombinasi diganti tiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau
insidentil;

3. Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen/Sub Bagian Tata Usaha

Dircktorat/Bagian Tata Usaha Puspenkum melakukan kegiatan penyimpanan terhadap
surat/dokumen/naskah dinas, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

Upaya pengamanan:
1. Penggunann daftar distribusi :
a. Tujuan :
Untuk mencegah/membatasi diketabuinyn alamat dari penerima surat/dokumen/ naskah
dinas oleh orang-orang yang tidak berhak;
b. Penggunasn
Rerlaku untuk setiap macam surat/dokumen/naskah dinas intern Kejaksaan pada setiap
sampul surat dinas Kejaksaan tetap tertulis alamatnya dengan jelas.
2. Untuk mauu:gahkabnmmnkﬂ:m:tgank:padnmns yang tidak berhak (pihak luar) supaya
diadaican tindakan preventif scbagai berikut:
2. Menempatkan surat/dokumen/naskah dinas pada tempat khusus sesuai dengan
kualifikasi;
b. Pembatasan dalam penyampaian hanya kepada yang memerlukan;
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¢. Menggunakan teknik penyandian dalam pengiriman melalui radio/fiksimile
bersandi/JKSK melalui email encryprion;

d. Menggunakan kurir dalam pengiriman dokumen;

e. Larangan menggunakan felepon tanpa pengaman (tanpa telepon bersandi) dalam
pembicaraan yang berkualifikasi Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R);

£ Menanambkan kewaspadaan terhadap pancingan-pancingan dari pihek luar.

3. Untuk mencegah terjadinya kebocoran keterangan yang diakibatkan oleh orang dalam
Kejaksaan, supaya dilakukan tindakan sebagni berikut:

a. Penyaringan personil terhadap petugns yang mempunyai akses pada keterangan-
keterangan berklasiflkasi;

b. Memberikan motivasi kepada personil secara intensif dan kontinyu mengenai prinsip-
prinsip pengamanan surat/dokumen/naskah dinas;

c. Inspeksi dan kontrol secara berkala dan/atau insidentil terhadap pelaksanaan
pengamanan surat/dokumen/naskah dinas.

(3} Pemusnahan surat/dokumen/naskah dinas:

Tugas melaksanakan pemusnahan surat/dokumen/naskah dinns didasarkan kepada Keputusan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-080/TA/05/1975 Pasal 21 dan Pasal 22 dengan ketentusn:

o Arsip tidak penting dan arsip tidak berguna, pemusnahannya dilakukan di Kejaksaan Agung,
Kejakssan Tinggi dan Kejaksasn Negeri oleh Panitia Pemusnnhan berdasarkan Surat Keputusan
Jaksa Agung Republik Indonesia;

b. Arsip vang bernilai penting, pemusnahannya dilakukan oleh Panitia Pemusnahan berdasarkan
Sumat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan meminta pendapat terlebih dahulu
kepada Kepala Lembaga Arsip Masional Pusat/Arsip Nasional Dacrah;

¢, Arsip yang bernilai arsip sangat penting/arsip abadi disimpan pada depo arsip Kejaksaan Agung
Republik Indonesin atau dalam hal dialihkan ke Lembaga Arsip Nasional Pusat dilakukan oleh
Panitia Pemusnahan Arsip berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

d. Panitia Pemusnahan untuk:

1. Kejaksaan Apung paling sedikit 7 (tujuh) orang, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen
sehagai Ketua, Kabag Tata Usaha sehagai Sekretaris;

2. Kejaksaan Tinggi paling sedikit 5 (lima) orang, Asisten Pengawasan scbagai Ketua, Fejabat
Arsip sebagai Sekretaris;

3. Kejaksaan Negeri, paling sedikit 3 (tiga) orang, Kepala Kejaksasn Negeri sehagai Ketua,
Pejabat Arsip schagai Sckretaris.

e. Dasar pemusnahan arsip adalah sebagai berikut:
1. Arsip tidak penting, dapat dimusnahkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Arsip berguna, dapat dimusnahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun;
3, Arsip penting, dapat dimusnahkan dalam jangka waktu 10-20 (sepuluh sampai dua puluh)
tahun;
4, Arsip abadi, tidak dimusnahkan.
f Panitian Pemusnahan melakukan kegiatan pemusnahan tmrhndap smﬂdnkummf?ukah dinas
berklasifikasi, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak panitia pemusnahan dibentuk,
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Bagian Ketujuh
Bentulk, Sistematika, Penyusunan dan Penyajian Produk Intelijen

Pasal 9

(1) Bentuk Produk Intelijen adalah:

a.

Laporan Informasi Harian merupakan laporan hasil kegiatan pengumpulan data atau informasi

dari satuan organisasi Intelijen mengenai situasi/messlah yang berkaitan dengan espek hukum

yang diketahui pada saat itu, Melalui Laporan Informasi Harian diharapkan Pimpinan senantiasa

dapat mengetahui secars dini setiap perkembangan yang tegadi selain dari kuantites juga

ﬁ;ﬂaﬁms sangat menentukan muty, bobot laporan, dalem waktu paling lama 1 (satu) hari pada
yang sama.

Adapun syarat-syarat laporan adalah:
1. Singkat:
a) Tidak mengulangi keterangan selain dibutubkan;
b) Hindari keta-kata'keterangan yang tidak perlu ;
¢) Susun keterangan sesingkat munghin;
d) Batasi penilaian-penilaian,
2. Sederhana :
Kuazai/ketahui masalahnya terlebih dahulu;
Gunakan kalimat/kata-kata sependek mungkin;
Susun masalsh secara teratur dan Jenglap;
. Rumuskan pemikiran menjadi satu pernikiran.
3. Padat:
a, Gunakan istilah yang lazim;
b. Gunakan kata kerja akiif sedapat mungkin;
¢. Beriken pendapat yang pendek dan kemudian dijelaskan;
d. Jangan berbelit-belit (fo the poini).
4, Jujur:
a  Objektif tanpa emosi;
b. Gunakan pikiran yang normal dan logis;
¢, Hindarkan kesalahan-kesalahan/pernyataan yang berlebihan,
d. Hindarkan penonjolan fungsi sendiri/diri sendiri.
5. Laporan secara khusus merupakan tolok ukur penilaian prestasi kerja yang didesarkan pada:
a. Kecepatan dan ketepatan dalam merespon/menindaklanfuti informasi/masalal/ laporan
masyarakat;
b. Proaktif dan profesional dalam melakukan kegiatan-kegiatan intelijen;
e, Kuantitas dan kualitas serta kontinuitas pengiriman/pengrimaan.
Laporan Intelijen merupakan laporan yang sudsh diolah secara lengkap untuk menyajikan
masalsh dan/atau situasi yang masih'sedang aktual atau masalah yang akan datang yang masih
akan dihadapi perkembangan materinya menyangkut masalah supremasi dan penegakan hukum
serta pembinaan tertib hukum yang menurut sifat penyajiannya terdiri dari:
1. Laporan operasi intelijen dibuat dalam waktu peling lama 7 (tujuh) hari dengan dilenghkapi:
n.  Matriks Hasil Operasi Intel{jen:
b. Berita Acara Permintaan Keterangan;

Sl
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¢. Catatan Wawancara.

Laporan Informasi Khusus dibuat dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;
Laporan Intelijen Khusus dibuat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari:

Telaahan Intelijen dibuat dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;

Laporan Atensi dibuat dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;

Troop-Info dengan Distribusi * W “dibuat dalam wakiu paling lama | (satu) hari;
7. Perkiraan Keadaan (Kirka) dibuat dalam wakiu peling lama 14 (empat belas) hari.

{2) Sebelum melaksanakan operasi intelijen, satuan pelaksana’tim wajib membuat Rencana
Penyelidikan/Rencana Pengumpulan Bahan Kelerangan (Renlid/Renpul Baket), Renecana
Pengamanan (Renpam), Rencana Penggalangan (Rengal) yang didasarkan pada Surst Perintah
Operasi Intelijen;

(3) Untuk memperoleh masukan sehubungan adanya laporan dan persiapan rencana-rencana tersebut bila
diperlukan dapat diminta/dikeluarkan Surat Permintasn Keterangan.

T

Pasal 10

1} Dalam menyusun Produk Intelijen digunakan suatu metode dengan menggunakan sistematika tetap
== dengan maksud agar sistematika tersebut dapat digunakan sebagai standar yang serupa bagi semua
petugas pelaksana pembuat produk intelijen;
(2) Sesnai dengan bentuk-hentuk Produk Intelijen yang akan disajikan/dibuat penyusunannya perlu
i i gistematika sebagaimana yang telah diatur didalam Keputusan Jaksa Agung Nomor:
KEP-552/A/TA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia,

. Pasal 11

2 (1) Produk Intelijen yang telah diolah melalui proses/mekanisme dan telah qilandmangmi, disajikan
sesuni dengan ketentuan baik bersifat rutin atau yang bersifat insindentil maupun yang berupa
instruksi/perintah dori Pimpinan;

(2) Dalam menentukan kepada siapa produk Intelijen harus disampaikan dapat dikelompokkan sebagai
berikut:

L

Pengguna pokok yang terdiri dari :

1. Yang bersifat rutin : ! :
a. Pimpinan eselon sendiri dengan penyajian schagai laporan staf; _
b. Pimpinan eselon stasan scbagai laporan esclon atau bagian dari laporan eselon ke eselon

atasan; . :

c. Bagian dokumentasi dari staf intelijen sendiri yang akan menyimpannya.

2. Yang bersifat insidentil:
Pimpinan eselon bawahan stau pelaksana dalam lingkungan eselon sendiri yang secara langsung
akan melaksanakan/menggunakan produk intelijen yang bersangkutan;

3, Penyampaian semua produk intelijen harus dengan ekspedisi dan sesuai kategorinya, dalam
waktu paling lama 1 (satu) hari.

BABII
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN OPERASI INTELITEN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kegiatan Intelijen

Pasal 12
.' _ mmlum mﬂrl]_p-].]n].rﬂi tugas melaksanakan k:glllﬂ-ﬂ mmujmdmpn CAri wi.
i ;nckmpndnpﬂﬂmn memperoleh, mengumpulkan serta mengolah bahan keterangan dan/atau Informasi
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irang Eﬂm denganKaqp:k hukum “inll;linm hutidﬂng Ipoleksosbudkumhankam, serta berkaitan dengan
ugas wewenang Kejaksaan unt ian disampaikan kepada Pimpinan secarn jenjang
dalam waktu paling lama 1 (satu) hari: = s - '

(2) Setiap Informasi yang diterima oleh Pimpinen secara berjenjang diteruskan kepada Pelaksana
Intelijen untuk membuat Telaahan Intelijen, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;

(3) Telaahan Intelijen tersebut disampaikan kepada Fimpinan (Jaksa Agung Muda Intelijen/Kepala
Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan NegeriKepala Cabang Kejaksean Negeri) smamlﬂbmjm]&ang
untuk diberikan petunjuk, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;

{(4) Petunjuk Pimpinan schagaimana diatur dalam = dapat diterusken dalam operas
intelijen atau kegiatan lain. i e e I

Pasal 13
(1) Um}ukh melengkapi informasi yang diperoleh, Pelaksana Intelijen dapat mengajukan saran secara
berjenjang untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas, dalam waktu paling lamal (satu) hari;

(2) Pimpinan (Jaksa Agung Muda Intelijen/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan MNegeri/Kepala
Cabang Kejaksaan Negeri) menerbitkan Surst Perintah Tugas setelah mendapat saran dari  Pelaksana
Intelijen, dalam wakiu paling lama 1 (satu) hari;

~—{3) Peleksann Intelijen melaksanakan surat perintah tugas, dalam waktu paling lama 7 (tujub) hari dan

dapat diperpanjang sesuai kebutuhean;
(4) Pelaksana Intelijen membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, dalam waktu paling lama 1 (satu)
hari sebelum surat perintah tugas berakhir.

Bagian Kedua
Felaksanaan Operasi Intelijen

Pasal 14

(1) Setelah telashan intelijen mendapat petunjuk dari Pimpinan (Jaksa Agimg Muda Intelijen/Kepala
Kejakeaan Tinggi/Kepala Kejaksaan MNepgeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) untuk dilakukan
operasi intelijen, kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen

dengan melampirkan Renlid'Renpam/Rengal dan Target Operasi, dalam waktu paling lama 3 (tiga)

hari;

42) Khusus masalah-masalsh tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau Pimpinan, Surat Perintah

Operasi Intelijen beserta Rencana Operasi Intelijen (Renlid’Renpam/Rengal) dilaporkan kepada
Pimpinan secara berjenjang, dalam waktu paling lama 1 (satu} hari setelah Surat Perintah Operasi
[nteljjen ditandatangani;

(3) Surat Perintah Operasi Intelijen (Lid/Pam/Gal) dan Target Operasi yang telah diterbitkan diserahkan
oleh Direktur/Kapuspenkum/Kepnla Kejaksaan Tinggi'Repala Kejaksean Negeri/ Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri kepada Pelaksana Intelijen, dalam waktu paling lama 1 (satua) hari;

(4) Ketua Tim berdaserkan rencana Lid/Pam/Gal melakukan pengarahan (briefing-debriefing) kepada
Pelaksana Intelijen, dalam waktu paling lama | (satu) hari;

(5) Pelaksana Intelijen melaksanakan operasi intelijen (Lid/Pam/Gal) dengan mela]mkan pengumpalan
data/bahan keterangan dengan menggunakan metodefteknik intelijen danfatau didukung peralatan
intelijen (intelligence device), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang
sesuai kebutahan;

(8) Pelaksana Intelijen melaporkan hasil operasi intelijen kepada wser (Pimpinan) ﬂmg-ﬂ';n nota dinas
secara berjenjang, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Surat Perintah Operasi
Intelijen;

Apabila Pimpinan setelah membeca laporan operasi intelijen berpendapat untuk dilakukan

(T
" malka Pelakeana Intelijen menyiapkan bahan ekspos, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah

menerima petunjuk/disposisi dari Pimpinan;




* (8) Laporan atau Notulen hasil pelaksangan ekspos dibuat oleh KasubditKabid/AsintelKasi
Intel’Kacabjari terkait dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan secara berjenjang, dalam waktu
paling lama 1 {(satu) han setelah pelaksanaan ekspos;

(%) Apabila berdasarkan hasil ekspos perlu pendalaman, Pelaksana Intelijen dapat meminta perpanjangan
waktu pelaksanaan operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan (Lid/Pam/Gal),
dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ekspos;

(10) Terhadap hasil penyelidikan Intelijen setelah dilakukan ekspos, dapat diambil kesimpulan, antara
lain:

a. melanjutkan operasi telijen;

b. meningkatkan ke penyidikan;

c. melimpahkan ke unit lain;

d. melimpahkan ke instansi yang berwenang;

e. menghentikan operasi intelijen;

Tindak lanjut sebagaimana kesimpulan di atas sudah harus dilaksanakan, dalam waktu paling lama 7
(tujub) hari

41} Pelaksana Intelijen melakukan pemberknsan hasil pelaksanaan operasi intelijen, dalam waktu paling

' lama 4 (empat) hari sctelah diambilnya kesimpulan atas operasi intelijen.

BAB IV
PENCEGAHAN DAN PENANGEALAN

Bagian Kesatu
Penerbitan Pencegahan dan Penanghkalian

Pasal 15

&

(1) Surat permohonan Pencegahan dan Penangkalan dalam perkara pidana yang diterima dari Jaksa

Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan

: Tinggi, Instansi lain atau atas inisiatif Joksa Agung Muda Intelijen yang ditujukan kepada Jaksa
Agung Republik Indenesia diteruskan kepeda Juksa Agung Muda Intelijen melalui Sekretarint Jaksa
Agung Muda Intelijen, dalam waktu paling lama 1 (satu) jum pada hari yang sama;

(2) Surat permohonan Pencegahan dan Penanglkalan dalam perkara pidana tersebut olch Jaksa Agung

" Muda Intelijen diteruskan kepada Direktur IT untuk ditelaah dan ditindaklanjuti, dalam waktu paling
lama 2 (dua) jam pada hari yang sama;

(3) Direktur 11 menindaklanjuti disposisi Jaksa Agung Muda Intelijendengan memerintahkan kepada
Kasubdit terkait untuk melakukan telanhan dan membuat net konsep keputusan Jaksa Agung, dalam
walktu paling lama | (satu) jam pada hari yang soma;

(4) Kepula Sub Dircktorat terkait mempelajari dan meneliti kelengkapan persyaratan surat permohonan

dan Penangkalan apakah dapat dipertimbangkan atau tidak, dalam wakin paling lama
1 (satu) hari;

(6) Apabile permohonan Pencegahan dan Penangkalan belum dapat dipertimbangkan, Kasubdit terkait
membuat net konsep surat dinas yang ditujukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan
kemudian diajukan kepada Direktur 11 untuk ditandatangani, dalam waktu paling lama 2 (dua) jam
pada hari yang sama;

(6) Pemberitahuan ketidaklengkapan persyaratan su&a]_:l harus dikirimkan kepada pemchon untuk
melengkapinya, dalam walktu paling lama 1 (satu) han;

" Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Menteri Hukum dan HAM serta kepada pihek yang dicekal,
' dalam waktu paling lama 3 (tign) jam pada hari yang sama;
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(8) Setelah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia diterbitkan, Direktur 1T dapat mengusulkan
Satuan Tugas Intelijen untuk melakukan operasi intelijen dalam rangka pengamanan keputusan Jaksa
Agung dimaksud, dalam waktu paling lama 1 {satu) hari.

Bagian Kedua
Perpanjangan Pencegahan dan Pennnglalan

Pasal 16

(1) Perpanjangan pencegahan dan penangkalan dapat dilakukan berdasarkan permohonan dar pihak
pemohon;

(2) Kasubdit cegah tangkal dan orang asing setelah menerima permohonan perpanjangan, segera
mempelajan dan meneliti kelengkapan persyaratan surat permohonan perpanjangan pencegahan dan
penangkalan apakah dapat dipertimbangkan atau tidak, dalam waktu paling lama | (satu) hari;

{3} Kepala Sub Direktorat cegah tangkal dan orang asing mempelajari dan meneliti
persyaratan sural permohonan perpanjangan pencegahan dan penangkalan apekah dapat
dipertimbangkan atau tidak, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;

{4) Apabila permohonan perpanjangan pencegahan dan penangkalan belum dapat dipertimbangkan,
Kasubdit terkeit membuat net konsep surat dinas yang ditujukan kepada pemohon untuk melengkapi

"~ persyaratan kemudian diajukan kepada Direktur I1 untuk ditandatangani, dalam waktu paling lama 2

(dua) jam pada hari yang sama;
(5) Pemberitahvan ketidaklengkapan persyaratan sudah harus dikirimken kepada pemohon untuk
melengkapinya, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;

(6) Apabila permohonan perpanjangan pencegahan dan penangkalan dapat dipertimbangkan, Kasubdit
terkait membuat dan mengajukan net konsep perpanjangan Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia serta surat dinas Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Menteri Hukum dan HAM serta
kepada pihak yang dicekal, dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama.

Bagian Ketiga
Pencabutan atau Penangguhan
Terhadap Pencegahan dan Pennnglkalan

Pasal 17

1) Kasubdit cegoh tangksl dan orang asing setelsh menerima permohonan pencabutan  atau

penangguhan terhadap pencegahan dan/atau pennnglm!un. segera mempelajari, meneliti dan
memproses Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pencabutan atau penangguhan
pencegahan dan penangkalan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;

(2) Kasubdit terkait membuat dan mengajukan net ﬁ:ﬂllh:p Keputusan Jaksa Agung RFpulei:km[ud:th
tentang pencabutan atau penangguhan pencegahan _mpmungkalan_ serta surat dinas gung
Muda Intelijen kepacda pihak terkait, dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama.

Bagian Kecmpat
Pemberian Izin Ke Luar Negeri
Sesuai Dengan Kepentingan Penanganan Perkara

Pasal 18

(1) Kasubdit cegah tangkal den orang asing setelah menerima permohonan izin ke luar negeri mhﬂc
) kepentingan penanganan perkara terhadsp orang ymgmcguh,mmcmpda;an. meneliti dan
memproses Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pemberian izin dimaksud, dalam
waktu paling lama 1 (satu) hari;

i tangkal orang asing membunt dan mengajukan net konsep Keputusan Jaksa
mm}; IﬂllﬂﬂES?:nI:ﬂtlnl Hp‘?u:l:ﬁ:ﬂlnu izin ke luar negeri umtok kepentingsn penARganan
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perkara serta surat dinas Jaksa Agung Muda Intelijen kepada pihak terkait, dalam waktu paling lama
3 (tiga) jam pada hari yang sama.

BAB V
PENCARIAN DAN PENANGEAPAN BURON KEJAKSAAN

Pasal 19

Dhrektur 11 menindaklanjuti disposisi Jaksa Agung Muda Intelijen atas surat permohonan bantuan

pencarian dan penangkapan buron Kejakeasn dengan menunjuk Satuan Tugas Intelijen dan
memerintahkan Kasubdit teckait untuk melakukan telaahan serta membunt net konsep Surat Perintah
Jakso Agung Muda Intelijen, dalam waktu paling lama 1 {satu) jam pada hari yang sama;

Kepala Sub Direktorat terkait segera meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pencarian dan
penangkapan buron Kejaksaan sebagai dasar menelash dan menyediakan net konsep surat perintah
operasi intelijen, dalam wakiu paling lama 1 (satu) hari;

Apabila persyaratan sebagaimana ayat (1) belum lengkap, Kasubdit terksit membual surat dinas
Direktur Il yang ditujukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud, dalam waktu
paling lama 2 (dus) jam pada hari yang sama;

Pemberitahuan ketidaklengkapan persyaratan sudah harus dikinimkan kepada pemohon untuk
melengkapinya, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;

Setelah surat perintah operasi intelijen diterbitkan, Direktur 11 berkoordinasi dengan Direktur ITI
dan/atau instansi terkait dalam upaya pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan,

BAB VI

PENGAWASAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN,
ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Media Massa

Pasal 20

Kepala Sub Dircktorat terkait setelah memperoleh informasi yang bersumber dari media massa baik
cetak maupun elektronik yang isinya diduga dapat menggenggy ketentraman dan keterliban umum,
melaporkan kepada Direktur 11, dan selanjutnya Direktur Il menunjuk Satuan Tuges Intelijen untuk
membuat telahaan intelijen, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;

Direktur [T melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen hasil telaahan intelijen untuk
mendapatkan persetujuan penunjukan Satuan Tuges Intelijen guna melaksanakan operasi intelijen
terhadap media massa yang diduga dapat menggangeu ketentraman dan ketertiban umum, dalam
waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama.

Bagian Kedua
Pengawasan Barang Cetakan

Pasal 21

Kepala Sub Direktorat terkait setelah memperoleh informasi yang bersumber dari laporen
masyarakat, ditemukan langsung atau dari media elektronik terhadap barang cetakan vang isinya
diduga dapat menggangeu ketentramoen dan ketertiban umum, melaporkan Icepaﬂn Dnrekmr 1]
selanjutnya Dircktur IT menunjuk Satuan Tugas Intelifen untuk membuat telahaan intelijen, dalam

waktu paling lama 1 (satu) hari;
Direktur 11 melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen hasil telashan intelijen untuk

ndapatkan persetujuan nunjukan Satuan Tugas Intelijen mmumﬂaﬂmﬂkgnnparﬂsiiumﬁjm
o media mn:l:r;jn }r!.lf: didugn dapai mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, dalam

terhmdap | : .
walktu paling lama 3 (tige) jam pada hari yang sama,
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Apabila hasil operasi imtelijen diperoleh indikasi bahwa barang cetakan tersebut mengganggu
ketentraman dan ketertiban umum, Direktur II dengan menggunakan nota dinas melaporkan kepada
Jaksa Apung Muda Intelijen guna mendapatkan persetujuan tindak lanjut, dalam waktu paling lama
3 (tiga) jam pada hari yang sama.

Bagian Ketiga
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan

Pasal 22

Kepala Sub Direktorat terkait setelah memperoleh informasi yang bersumber dari laporan
masyarakat, ditemukan langsung atau dari media elektronik terhadap sliran kepercayaan
masyarakat dan keagamaan yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban ummm
melaporkan kepada Direktur IT dan selanjutnya Direkiur IT menunjuk Satuan Tugas Intelijen untuk
membuat telahaan intelijen, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;

Dircktur [ melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen hasil telanhan intelijen untuk
mendapatkan persetujuan penunjukan Satuan Tugas Intelijen guna melaksanakan opemsi intelijen
terhadap aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan yang diduga dapat mengganggu
ketentraman dan ketertiban umum, dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama;
Apabila hasil operasi intelijen diperoleh indikasi bahwa terhadap aliran kepercayaen masyarakat
dan keagamaan tersebul mengganggu ketentraman dan Ketertiban umum, Direktur 1T dengan

nota dinas melsporkan kepada Jaksa Agung Muda [ntelijen guna mendapatkan
persetujuan tindak lanjut, dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama.

BARE VI
SATUAN TUGAS INTELLJEN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Strukiur Satuan Tugas Intelijen

Pasal 23

(1) Satuan Tugas Intclijen di Kejaksaan Agung dibentuk oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, sedanghkan di
Kejaksaan Tinggi dibentuk olch Kepala Kejaksaan Tinggi;

(2) Satuan Tugas Intelijen terdiri dari Fungsional I pksa yang diketuai oleh Jaksa paling senior
sebagaimana tercantum didalam Sumt Keputusan;

(3) Setiap unit Satuan Tugas Tntelijen berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Ketua Satuan Tugas Intelijen merangkap anggota,

b.
G
d.

| {satu) orang Wakil ketun Satuan Tugas Intelijen merangkap anggota;
| (satu} orang Sekretaris Satuan Tugas Intelijen merangkap anggota;
3 (tiga) orang anggota Satuan Tugas Intelijen;

(4) Satusn Tugas Intelijen pada Jaksa Apung Muda Bidang Intelijen bertanggung :i_awnl:r kﬁpﬁd} Jaksa
Agung Muda Intelijen melalui Direktur/Kapuspenkum dan Satuan Tugas Intelijen pada Kejaksaan
Tinggi bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaon Tinggi melalui Asisten Intelijen.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang
Pejabat Satuan Tugas Intelijen

Pasal 24

.- Untuk keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen yang dilakukan olch Satuan Tugﬁ- IntaHLiliu agar lebih
* efektif dan ecfisicn, pgnjjuh:ﬂ padn Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggl mempunya tugns dan

' wWewenang:




.

Di Kejaksaan Agung:

1.

Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Penanggung Jawab Satuan Tugas Intelijen mempunyai
tugas dan wewenang :

a) Membentuk, mengangkat dan memberhentikan anggota Satuan Tuogas Intelijen
berdasarkan kebutuhan pada Jaksa Apgung Muda Bidang Intelijen;

b) Memerintahkan Satuan Tugas Intelijen berdasarkan surat perintah untuk melakukan
kegiatan dan operasi intelijen;

¢) Menentukan sikap dan mengambil keputusan berdasarkan hasil pra-ekspos maupun ekspos
terhadap hasil kegiatan dan operasi intelijen untok ditindaklanjuti;

d} Memonitor dan Mengevaluasi kinerja Satuan Tugas Intelijen dengan menggunakan
Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) dan Instrumen Penilaian Kinerjo Perorangan
(IPKP) yang diperoleh dan Direktur, Kapuspenkum, Koordinator, Kasubdit/Kabid' Kabag
dan Ketua Tim;

¢) Memberikan reward dan punisfment kepada anggota Satuan Tugas Intelijen;

Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Wakil Penanggung Jawab Satuan Tugas

[ntelijen mempunyai tugns dan wewenang:

a) Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Penanggung Jawab Satuan Tugas Intelijen;

b) Melaksanakan pembinaan anggota Saan Tugss Intelijen dalam rangka pengembangan
kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian dalam pelaksanaan tugas;

Dircktur atau Kapuspenkum schagai Pengawas dan Pengendali Satuan Tugas Intelijen

mempunyai fugas dan wewenang:

a) Menerima don meneliti serta menindaklanjuti setiap laporan informasi han:n, laparan
informasi khusus dan telashan intelijen yang dibuat oleh Satuan Tugas Intelijen setelah
mendapat disposisi Jaksa Agung Muda Intelijen kemudian meneruskan kepada Kepala Sub
Direktorat/Kepala Bidang/Kepala Bagian;

by Mengusulkan Satuan Tugas Intelijen yang akan malaksamkm kegiatan -:Inm'nuu operasi
intelijen kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dengan melampirkan daftar nama unit Satuan
Tugas Intelijen untuk diterbithan surat perintah;

¢) Menerima dan meneliti Rencons Penyelidikan, Rencana Pengamanan, dan Rencana
Penggalangan yang disjukan olch Satuan Tugas Intelijen untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen;

d) Memberikan pembinaan, bimbingan teknis, pengawnsan dan pengendalian tur]udap Tim
Satuan Tugas Intelijen dalam melaksanakan kepiaton dan/atay operasi intelijen sesuai
dengan Target Operasi yang dibuat oleh Pimpinan (user);

¢) Atas nama Jaksa Agung Muda Intelijen mmrmdamugam surat permintaan keterangan yang
diajukan oleh ketua tim Satuan Tugas Intelijen;

f) Meminta laporan hasil pelaksanaan I:egi?:an :l:fn.famu operasi intelijen kepada Ketua Tim
dan melakukan evalussi, selanjutnyn disampaikan kepada Jeksa Agung Muda Intelijen
disertal pendapat yang dituangkan ke dalam nota dinas;

g)  Melaksanakan disposisi Jaksa Agung Muda Intelijen atas laporan sebagaimana huruf £);

i) Memerintahkan Ketuas Tim untuk mempersiaplkan rdﬂn r_:_-nnyttmgggmlmn _m*aehpm

} dan/atay ekspos atas hasil kegiatan dan/ateu operasi hltd.u.an yang ditangani oleh Tim
Satuan Tugas Intelijen yang dipimpinnya berdasarkan disposisi Joksa Agung Muda
Intelijen;

i hicnﬂimnlanmhaﬁlmﬂkspuuduﬂm:kapnsdﬂd[{d?uﬁmum;kdmnmhn

¥ kepada Iaksnpﬁg!mg Muda Intelijen discrtai pendapat yang diteangkan ke dalam nota

dinas;

Menindaldonjuti disposisl Jaksa Agung Muda Intelijen terhadap hasil pra-ekspos dan/atau

ekspos;

1
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k) Menilai dan memberikan usul saran kepada Jaksa Agung Muda Intelijen atas kinerja
Satuan Tugas Intelijen dengan mengpunakan Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU)
atau Instrumen Penilaian Kinerja Perorangan (IPEP).

4, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah Pembantu Pengawas dan

L]

Pengendali Satuan Tugas Intelijen, yang mempunyai tugas dan wewenang:

a) Membantu melakukan Pengawasan dan Pengendalian Satwan Tugas Inteliljen atas
persetujuan Dircktur /Kapuspenkum;

b) Membuat kajian teknis dan dukungan pemikiran kepada DirckturKapuspenkum atas
pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang dilakukan Satuan Tugas Intelijen.

Ketua Tim adalah Kasubdit'KabidKabag dan/atau Fungzional Jaksa yang berpangkat serendah-

rendahnya I'V/e, mempunyvai tugas dan wewenang:

a) Memimpin dan mengarahkan Satuan Tuges Intelijen dalam pelaksanaan kegiatan dan
operasi intelijen berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen;

b) Melakukan briefing, debrigfing, mengelola, menggerakkan Satuan Tugas Intelijen
berdasarkan arahan Direkiur,

¢} Mempersiapkan don membust Telashan Intelijen, Surat Perintah, Rencana Penyelidikan,
Rencana Pengamanan dan Rencana Penggalangan sertn Target Operasi,

d) Melaksanakan arahan Direktur kepada Satuan Tugas Intelijen untuk kelancaran dan
keberhasilan kegiatsn dan/atau operssi intelijen dengan mempedomani Roda Perputaran
Intelijen (RPI) dan ketentuan administrasi intelijen;

) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi
intelijen yang dilakukan oleh Satuan Tugas Intelijen yang dipimpinnya kepada Jaksa Agung
Muda Intelijen melalui Direktur/Kapuspenkum;

f) Memonitor dan mengevaluasi kinerja anggota Tim Satvan Tupgas Intelijen dengan
menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja Perorangan (IPKP) selanjutnya dilaporkan
kepada Direktur atau Kapuspenlum.

" b. DiKejaksaan Tinggi:

1.

Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Penanggung Jawab Satuan Tugas Intelijen mempunyai tugas

dan wewenang:

a) Membeniuk, mengangkat dan membethentikan anggota Satuan Tugas Intelijen berdasarkan
kebutuhan pada Kejaksaan Tinggi.

b} Memerintahkan Satuan Tugss Intelijen berdasarkan Surat Perintah untuk melakokan
kegintan dan operasi intclijen;

¢} Menentukan sikap dan mengambil keputusan berdasarkan hasil pra-ekspos maupun ekspos
terhadap hasil kegiatan dan operasi intelijen untuk ditindaklanjuts,

d) Memonitor dan mengevaluasi kinerja Satuan Tugas Intelijen dengan ;nmggumakan
Instrurnen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) dan Instrumen Penilaian Kinerja Perorangan
(IPKP) vang diperoleh dari Wakajati, Asisten Intelijen, Koordinator dan Ketua Tim;

e) Memberikan reward dan punisfument kepada anggota Satean Tugas Intelijen.

Wakil Kepala Kcjaksann Tinggi sebagai Wakil Penanggung Jawab Satuan Tugas I[nielijen

mempunyai tugas dan weweneng:

a) Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Penanggung Jawab Satuan Tugas Intelijen;

b} Melaksanakan pembinaan anggota Satuan Tugas Intelijen dalam rangka pengembangan
kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian dalam pelaksanaan tugas.
Agisten Intelijen sebagai Pengawas dan Pengendali Satuan Tugas Intelijen mempunyai tugas dan

wewenang:




bj

c)

d}

i

k)

!'wiem:rimla dan meneliti serta menindaklanjuti setiap laporan informasi harian, laporan
informasi khusus dan telaahan intelijen vang dibuat oleh Satuan Tugas Intelijen setelah
mendapal disposisi Kepala Kejaksaan Tinpgi:

Mengusulkan Satuan Tugas Intelijen yang akan melaksanakan kegiaton dan/atau operasi
intelijen kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan melampirkan daftar nama unit Satuan
Tugas Intelijen untuk diterbitkan Surat Perintah;

Menerima dan mencliti Rencana Penyclidikan, Rencana Pengamansn dan Rencana
Penggalangan yang diajukan oleh Satuan Tugss Intelijen untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen:

Memberikan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap Tim
Satuan Tugas Intelijen dalam melaksanakan kegiatan danfatau operasi intelijen sesuai
dengan Target Operasi yang dibuat oleh Pimpinan (user);

Atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi menandatangani surat permintaan keterangan yeng
diajukan oleh Ketua Tim Satuan Tugas Intelijen;

Meminta laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen kepadn Ketua Tim
dan melakukan cvaluasi, sclanjutnya disampaikan kepada Kepala Kejaksaon Tingei disertai
pendapat yang dituangkan Ke dalam nota dinas;

Melaksanakan disposisi Kepala Kejaksasn Tinggi atas laporan sebapaimana huruf (f);
Memenntahkan Ketva Tim untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pra-ekspos
dan/stau ekspos atas hasil kepiatan dan/atau operssi intelijen yang ditangeni oleh Tim
Satuan Tugas Intelijen yang dipimpinnya berdassrkan disposisi Kepala Kejaksaan Tinggi;
Menerima laporan hasil pra-ekspos dan/atau ekspos dari Ketua Tim untuk di!mmkm kepada
Kepala Kejaksaan Tinggi disertai pendapat yang dituangkan ke dalam nota dinas;
Menindaklanjuti disposisi Kepala Kejaksaan Tinggi terhadap hasil pra-ekspos dan/atau
ekspos;

Menilai dan memberikan usul saran kepada Kepala Kejaksann Tinggi atas kinerja Satuan
Tugas Intelijen dengan menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) atau
Instrumen Penilaian Kinerja Perorangan (IPKP),

Koordinator pada Kejaksaan Tinggl adalah pembantu Pengawas dan Pengendali Satuan Tugas
Intelijen mempunyai ugas dan wewenang:

o}

b)

Membantu melakukan Pengawssan dan Pengendalian Satuan Tugas Inteliljen atas
persetujuan Asisten Intelijen;

Melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran kepadn Kepala Kejaksaan Tm_ggl atas
pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang dilakukan Satuan Tugas Intelijen.

Ketua Tim adalah Koordinator pada Kejaksaan Tinggi atau Fungsional Jeksa yang berpangkat
serendah-rendahnya [V/b, mempunyai tugas dan wewenang:

a)
b)
5

d)

Memimpin dan mengambkan Satoan Tugas I.ut:lljr.:u dalam p:lu.l-mnnum kegiatan dan
operasi intelijen berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi;

Melakukan briefing, debriefing, ml:_ngcl_nlu, menggerakan Satuan Tugas Intelijen
berdasarkan arahan Kepala Kejaksaan Tingg;

Mempersiapkan dan membuat Telashan Intelijen, Surat Perintah, Rencana Penyelidikan,
Rencana Pengamanan dan Rencana Penggalangan serta Target Operasi;

Menjabarkan arahan Kepala Kejakssan Tinggi ke;radadISnﬁ.mn Tugas Intelijen untuk
kelancaran dan keberhasilan kegiatan dan/atan npﬂnﬂipmiﬂ!!jm dengan mempedomani Roda
Perputaran Intelijen (RPI) dan ketentuan administrasi intelijen;

Melaporkan den mempertanggungjawabkan hasil pelaksenaan kegiatan dan/atau operasi
intelijen yang dilakukan oleh Satuan Tugas Intelijen yang dipimpinnya kepada Kepala
Kejalsaan Tinggi melalui Asisten Intelijen;




f) Memonitor dan mengevaluasi kinerja anggota Tim Sawan Tugas Intelijen dengen
menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja Perorangan (IPKP) selanjutnya dilaporkan
kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 25

Satuan Tugas Intelijen pada Kejaksasn Agung dan Kejaksaan Tinggi mempunygi tuges dan

wewenang ;

|. Melaksanakan tugas dan/atau operasi intelijen melalul fungsi Penyelidikan, Pengamanan dan
Penggalangan;

> Mm::an, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan serta mengolah bahan keterangan dan/atau
informasi yang berkaitan dengan aspek hukum dalam bidang Ipolcksosbudkumhankam kemudian

Y melaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang;

p— 3, Mempersiapkan dan membuat Telaahan Intelijen kemudian diteruskan kepnda Pimpinan secara

berjenjang;

4. Membuat net konsep surat perintah tugas dan/atau surat perintah operasi intelijen;

5 Membuat Rencana Penyelidikan, Rencana Pengamanan, Rencana Penggalangan dan Target
Operasi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan/atan operasi intelijen;

6. Mempersiapkan dan melaporkan hasil pra-ekspos dan ekspos kepada Pimpinan secara berjenjang,

7. Mempersiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan operasi intelijen kepada
Pimpinan secara berjenjang;

8, Mengamankan seluruh dokumen dari hasil pelaksanaan surat perintsh tugas dan operasi intelijen.

9. Satuan Tugas Intelijen pada Kejaksaan Agung melaksmnakan tugas dan wewenangnya di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Satuan Tugas Intelijen pada Kejaksaan
Tinggi melaksanakan tugas dan wewenangnya pada daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang

bersanghutan,

y Bagian Ketiga
Mekanisme Kerja Satuan Tugas Intelijen

Pasal 26

1) Mekanisme kerja Satuan Tugas Intelijen di Kejaksann Agung:

a Jaksa Agung Muda Intelijen, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur, Kepala Pusat
Pencrangan Hulkum, Koordinator, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang dan‘atau Kepala
Bagian memerintahkan Satuan Tugas Intelijen untuk membuat Telaahan Intelijen (Lahin)
mengenai suatu permesalahan yang berkaitan dengan aspek hukum dan bernilai intelijen, dalam
walktu paling lama | (satu) jam pada hari yang sama;

b, Satuan Tugas Intelijen menerima dan meneruskan laporan/pengaduan, informasi yang bernilai
intelijen kepada Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretarit Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
atau kepada Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat,dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada
hari yang sama;

c. Satuan Tugas Intelijen mempelajari, meneliti dan membuat telashan intelijen mengenai
laporan/pengadusn, informasi bernilai intelijen yang diperoleh dari Jaksa Agung Muda
Intelijen/Sekretaris  Jaksa  Agung Muda hﬂelijmﬂ]irehurm&puspankum&{mrdhﬂm'
Kasubdit/Kabid/Kabag atau hasil temuan Satunn Tugas Intelijen, dalam waktn paling lama 2
(chua) hari;

d. Jaksa Agung Muda Intclijen mengambil suatu keputnsan dengan mempertimbangken :
dari Direktur atau Kapuspenkum atus Laporan Informasi Harian, Laporan Informasi Khusus

Telashan Int=lijen (Lahin), dalam waktu paling lama 2 (dun) hari;




(2}

Net Konsep Surat Perintah Tugas dibuat oleh Satuan Tuges Intelijen selanjutnys dikirim kepada
Jaksa Agung Muda Intelijen secara berjenjang, dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari
yang sama;

I'{::t_ ttunmp Surat [‘e_rint—!h Operasi Intelijen dibuat cleh Satmen Tugas Intelijen selanjutnya
dikirim secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dengan melampirkan Renlid,
Renpam, Rengal dan TO yang sudah ditandatangani Direktur atan Kapuspenkum melalui
Kasubdit/Kabid/Kabag terkait, dalam waktu paling lama 1 {satu) hari;

Sumat Perintah Tugas/Surat Perintah Operasi Intelijen yang sudsh ditandatangani oleh Jaksa
Agung Muda Intelijen kemudian diteruskan kepada Satuan Tugas Intelijen melalui Kasubdit
vang bersanghkutan untuk ditindaklanjuti, dalam waktu paling lama 1 (safu) hari:

Satuan Tugas Intelijen melaporkan hasil pelaksanaan Surat perintah Tugas atau Surat Perintah
Operasi Intelijen kepada Jaksa Agung Muda Intelijen secara berjenjang, dalam wakiu paling
lama | (satu) hari;

Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur atau Kapuspenkwm memerintahkan Keta Tim untuk
mempersiapkan dan menyelenggarakan pra-ekspos atan ekspos, dalam waktu paling lama 1

(satu) jam pada harl yang sama;

Satuan Tugas Intelijen mempersiapkan dan melaksanakan pra-ckspos techadap hasil pelaksanaan
Surat Perintah Tugas, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;

Satuan Tugas Intelijen mempersiapkan dan melaksanakan ekspos terhadap hasil pelaksanaan
Surat Perintah Operasi Intelijen, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;

Koordinator membuat kajian teknis dan dukungan pemikiran serta memberikan masukan kepada
Dircktur/Kapuspenkum otas Laporan Hasil Pelaksanaan Surat Perintah Tugas/Surst Perintah
Operasi Intelijen, dalam waktu paling lama 2 {dua} hari;

Direlktur atau Kapuspenkum menerima, meneliti dan memberikan petunjuk terhadap laporan
hasil pelaksanaan tugas etau laporan operasi intelijen selanjuinya meneruskan laporan tersebut
kepada Jaksa Agung Muda Intelijen untuk memperoleh pendapat, dalam waktu paling lama 1

{satu) hari;

Juksa Agung Muda Intelijen mengambil keputusan dengan memberikan pendapat atas laporan
hasil pelaksanaan tugas, laporan operasi imtelijen (Lapopsin) atau Produk Intelijen lainmya,

dalam waktu paling lama 2 {dua) hari.

Mekanisme kerja Satuan Tugns Intelijen di Kejaksaan Tinggi:

a.

Kepala Kejaksaan Tinggi, Wekil Kepala Kejaksaan Tinggl, Asisten Intelijen dan Koordinator
menugaskan Satuan Tugas Intelijen untuk membuat Telaahan Intelijen (Lahin) mengenai suatu
permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum dan bernilai intelijen, dalam waktu paling
lama 1 {satu) hari;

Sgtuan Tugas Intelijen menerima laporan/pengaduan atau mendapatkan informasi baik dari
sumber terbuka maupun sumber tertutup mengenai situasi‘masalah yang berkaitan dengan aspek
hukum dan bernilai intelijen, dalam walktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama;

Satuan Tugas Intelijen mempelajari, meneliti dan menelaah laporan/pengaduan yang diperoleh
dari Kepals Kejaksaan Tinggi/Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi/Asisten Intelijen/Koordinator
ataupun informasi yang diterima langsung dari masyarakat berkaitan dengan aspek hukum dan
bernilai intelijen, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;

Asisten Intelijen atau Koordinator pada Kejaksaan Tinggi atas persetujuan Asisten Intelijen
menerima, meneliti dan mengoreksi Lapinhar, Lapinsus, Lahin dan Produk Intelijen Iﬂin!::ru dari
Satuan Tugass [ntelijen serta memberikan saran tindak kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dalam
waktu paling lama | (satu) hari;

Kepala Kejaksaan Tinggi mengambil suatu keputusan dapat ateu tidaknya Laporan Informasi
Harian, Laporan Informasi Khusus, Telashan Intelijen (Lahin) dan Produk Intelijen lainnya
untuk ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan Nota Dinas dari Asisten Intelijen, dalam wakiu
paling lama 1 (satu) hari;




[ Apabila ditindaklanjuti, Kepala Kefaksasn Tinggl memerintahkan Asisten ij
melakukan I::egmta;n atau operasi intelijen dengan menunjuk Satuan Tugas Inhﬂjlgnmmdu]ui
iﬂF&Ia ?ek? I untuk menerbitkan Sprintug/Sprinopsin atau apabila tidak ditindaklanjuti, maka

sisten Intelijen memerintahkan Kepala Seksi I untuk meng dalam waktu paling
(satu) jam pada hari yang sama: e i

g Net Konsep surat perintah tugas atau surat perintah operasi intelijen di
k _ ki jen dibuat oleh Setuan Tugas

Intelijen selanjutnya dikirim kepada Kepala Kejaksaan Tingei melalul Asist ijen, dalam
wikto paling lama 1 (satu) hari; o o

h.  Asisten Intelijen menindaklanjuti Sprintug atau Sprinopsin dan TO i

. _ Spri yang telah ditan

KI:FIE!]E Kejaksaan Tinggi kemudian diteruskan kepada Sstuan Tugas Intelijen melalul Kepala
Seksi | untuk membust Rencana Kegiatan/Renlid/Renpam/Rengal, dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) jam pada hari yang sama:

i. Asisten Intelijen menerima, meneliti dan memberikan petunjuk terhada laporan  hasil
pelaksanaan tugas atsu lsporan operasi intelijen, selanjuinya mencruskan l;ﬂpumu tersebut
kepada Kepala Kejaksann Tinggi untuk memperolch pendapat Pimpinan, dalam waktu paling
lama 1 (satu) har; i =~ -

Koordinator membuat kajian teknis dan dukungan pemikiran serta membetikan masukan kepada
Kepala Kejaksaan Tinggi atas Laporan Hasil Pelaksanasn Surat Perintah Tugas/Surat Perintah
Operasi Intelijen, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari

k. Kepala Kejaksaan Tinggi mengambil keputusan dengan memberikan pendapat stas Laporan
hasil pelaksanaan tugas, laporan operssi intelijen (Lapopsin) atawu Produk Intelijen lainmya,
dalam waktu paling lama 1 {satu) hari,

—

BAB V1l
DUKUNGAN INTELIJEN

Pasal 27

- (I} Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dapat memberikan dukungan intelijen berupa;

a.  Operasi Intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
b. Kegiatan Intelijen yang meliputi entara lain:
1) Data dan informasi intelijen;
2} Pengamanan Informasi;
3) Teknologi Intelijen.
(2) Dukungan intelijen dapat dilakukan berdasarkan inisiatif Bidang Intelijen atau atas permintasn
bidang lain dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah;
{3} Dukungan Intelijen yang didasarkan atas permintaan sebagaimana ayat (2) dapat disjukan oleh:
A f&f:slf Agung Muda, Kepala Badan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Muda
nielijen:
b. Asisten dan Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
e, Kepala Seksi, Kepala Cabhang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
{4) Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Megeri memutuskan
pemberian dukungan intélijen, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari,

Pasal 28

(1) Jaksa Agung Muda Intelijen dapat memberikan dukungan pengamanan Informasi sebagaimana
dimaksud pada pasal 27 ayat (1) butir b.2 berupa:
a.  Pengamaonon Telekomunikasi suara;
b. Pengamanan sinyal dalam bentuk kegiatan:




1) Kontra-penginderaan (sterilisasi);
2} Jamming frekuensi {mengacaukan jaringan).

(2) Permintaan dukungan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui
proses sebagai berikut:

di.

Sural permohonan dukungan penpgamanan informasi yang diterima dari para Jaksa Agung Muda,
EKepala Kejaksaan Tinggi atau Instansi lain diteruskan kepada Jaksa Apung Muda Intelijen,
dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama;

Dukungan pengamanan informesi dapat juga atas inisiatif Jaksa Agung Muda Intelijen dan
memerintahkan Direktar I untuk ditindaklanjuti;

Direkr I menindaklanjuti disposisi dan inisiatil’ Jaksa Agung Muda Intelijen scbagaimana
huruf a dan b dengan memerintahkan Kasubdit Pengamanan Informasi untuk melakukan
telaahan dan membuat net konsep surat perintah Jaksa Apung Muda Intelijen, dalam waktn
paling lama | (satu) hari;

Kepala Sub Direktorat terkait mempelajari, mencliti dan mempertimbangken kelengkapan
persyaratan surat permohonan dukungan pengamanan informasi, dalam waktu paling lama |
(satu) hari kecuali dukungan pengamanan informasi atas inisigtif Jaksa Agung Muda Intelijen;
Apabila permohonan dukungan pengamanan informasi belum dapat dipertimbangkan, Kasubdit
Pengamanan [nformasi membuat net konsep surat dinas yang ditujukan kepada pemohon untuk
melengkap persyaratan kemudian diajukan kepada Direktur III untuk ditandatangani, dalam
waktu paling lama 2 (dua) jam pada hari yang sama;

Pemberitahuan ketidaklengkapan persyaratan sudah harus dikirimkan kepada pemohon untuk
melengkapinya, dalam wakiu paling lama | (satu) hari.

Apabila permohonan dukungan pengamanan informesi dapat dipertimbangkan, EKasubdit
Pengamanan Informasi berkoordinusi dengan Kasubdit Sumber Daya Teknologi Intelijen untuk
melakukan survey dan analisa kebutuhan pengamanan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;

Kasubdit Pengamapan Informesi membuat laporan hasil survey dan analisa kebutuhan
pengamanan kemudian diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen melalui Direktur 1,
dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama;
Pelaksanaan pemberian dukungan pengamanin informasi sebagalmana tersebut pada ayat (1)
dilaksanakan oleh fungsional Sandiman pada Direktorat IIL

Pasal 29

(1) Pelaksanaan pemberian dukungan pemantauan sebapaimana tersebut _ pada pa.snl 28 ayat (1)
dilaksanakan oleh Fungsional Sandiman atau Fungsional Lainnya pada Bidang Intelijen;

(2) Mekanisme Pemantauan:

il

Jaksa Apung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus -dun
Kepala Keijaksaan Tinggi mengajukan sural permohonan dengan men surat bersifat
sangat rahasia melalui sarana medis elektronik yang diterima operator JESK, dalam waktu
paling lama 1 (satu) jam.

Operator JESK menerima sural permohonan tersebut l:lm Elﬂnjﬂh]]f!l diteruskan kepada Jaksa
Agung Muda Intelijen, dalam waltu paling lama I (satu) jam pada hari yang sama;

Apabila permohonan pemantauan belum dapat dipertimbanghan, Kasubdit pemantauan m:mhml
net konsep surat dinas yang ditujukan kepada pemohon untuk I'I:l‘.'.lﬂﬂ.gil.'.ﬂpi persyaratan, kﬂmnihm
diajukan kepada Direktur III untuk ditandatangani, dalam walktu paling lama 2 (dua} jem pada
hari yang sama;

Pemberitahuan ketidaklengkapan persyaratan sudah harus dikirimkan kepada pemohon untuk
melengkapinya, dalam wakiu paling lama 1 (satu) hari;

ila permohonan ummmdnpmﬂpuﬁmbmgknnmbﬂcmmgmkmmﬂuitﬂm
:E?lﬂlg':ﬂlﬂkﬂﬂ .ﬂ?ghung Mﬂdﬂ. Intelijen memerintahkan Kasubdit pemantman melalui Direktur I

untuk melakukan pemantausn, dalam waktu paling lama 1 (=atu) jam pada hari yang sama;
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Kasubdit melakukan pemantavan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulah den dapat
diperpanjang sesuni kebutuhan;

Kasubdit pemantauan menyerahkan hasil pemantauan signal berupa transkrip dan voice yang
telah dibungkus dan disegel kepada pemohon, dalam waktn paling lama 1 (satu) hasi.

BAB IX
BANK DATA INTELLJEN

Bagian Kesatu
Sumber Dats Bank Data Intelijen

Pasal 30

(1) Sumber data Bank Data Intclijen (BDI) Kejaksaan Republik Indonesia diperoleh dari Jaksa Agung
Muda, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat), Pusat Data Statistik, Kriminal, dan Teknologi
Informasi (Pusdaskrimti), Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum), Kejaksaan Tinggl, Kejoksaan
Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, media cetak dan elekionik, serta sumber lainnya;

(2) Data dan informasi yang dihimpun ke dalam BDI Kejaksoan Republik Indonesia adalah:

(1)

- (2

e A p oo

Surat Perintzh Operasi Intelijen;
Surat Perintah Tugas;
Klipping pers;
Data organisasi aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan (Pakem;
Data pencegahan dan penangkalan (Cekal);
Peta (peta ekonomi dan kevangan, peta sosial dan politik, pete pemilu DPD/DPR, peta pemilihan
Kepala Daersh, pets pemilihan umum/pemilihan Jangsung Presiden dan Wakil Presiden, peta
penyuluhan dan penerangan hukum, peta hasil pemilihan umum DPD/DFR, peta hasil pemilihan
umum Presiden dan Wakil Presiden);
Kartutik (kartutik biodata, kartutik tersangka/terdakwalterpidana, kartutik organisasi, kartutik
barang cetakan);
Data penyelenggara pengobatan secara kebatinan/tradisional;
Grafik dan statistik;
Laporan (Laporan Informasi Harian (Lapinhar), Laporan Informasi Khusos {Lapinm_:ns}, Laporan
Intelijen Khusus (Lapsus), Laporan Operasi Intelijen (Lapopsin), dan Laporan Atensi (Lapat));
Perkiraan Keadaan Intelijen (Kirke);
Data intelijen di Iuar Keputusan Jaksa Agung R:pubhk Ind?um'ia Nomor: KEP-
552/ A/TA/1 012002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan
Republik Indonesia;
Data lainnya yang mempunysi nilai intelijen.
Bagian Kedna
Penyelenggara Bank Data Intelijen

Pasal 31

Penyelenggara Bank Data Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Pengendali, Wakil
Pengendali, Pengelola, Pelaksana, dan Operator;

Penyelenggara Bank Data Tntelijen di Kejaksaan Agung Republik Indonesia:
o Jaksa Agung Muda Intelijen selaku Pengendali;
b. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen selaku Wakil Pengendali;
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c. Direktur I1I selaku Pengelola;

- Kepala Sub Dircktorat Produksi Intelijen pada Dircktur 11T selaku Pelaksana;

- Pegawai yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen selaku Operator,
(3) Penyelenggara Bank Data Intelijen di Kejaksaan Tinggi:
a Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Pengendali;
b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi selakn Wakil Pengendali:
c.  Asisten Intelijen selaku Pengelola;
d.
=

d
€

Kepala Seksi Il pada Asisten Intelijen selaku Pelaksana;
Pegawai yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Operator.
(4) Penyelenggara Bank Data Intelijen di Kejaksasn Negeri:
a. Kepala Kejaksaan Negeri selaku Pengendali;
b. Kepala Seksi Intelijen selaku Pengelola dan Pelaksana;
¢, Pegawai yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri selaku Operator,
(5) Pengelola dan Pelaksana disebut juga sebagai Administrator Bank Data [ntelijen,

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Penyelenggara Bank Data Intelijen

Pasal 32

(1) Penyelenggara Bank Data Intelijen di Eejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai tugas,
wewenang, dan tanggung jawab:
a. Jaksa Agung Muda Intelijen selaku Pengendali:

1} Mengendalikan penyelenggaraan BDI Kejaksaan Republik Indonesia secara cepat, tepat,
akuntabel, dan aman;

2) Menggunakan data dan informasi BDI Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendukung
pengambilan kebijakan Pimpinan;

3) Menerima laporan data dan informasi BDI Kejaksaan Republik Indonesia dari
Penyelenggara BDI Kejaksaan Republik Indonesia secara berjenjang;

4) Memberikan izin kepada Pengelola untuk mengunduh {mengambil/dewnload) sumber data
dati para Jaksa Agung Muda dan Pusdaskrimti;

5} Memberikan izin kepada Pengguna (Jaksa Agung Republik Indonesia dan/atay pejabat yang
ditunjuk) yang mengajukan permintaan tertulis untuk mengakses data dan informasi yang
terhimpun dalam BDI Kejaksaan Republik Indonesia;

6) Menjagn kerahasiaan data dan informasi yang berasal dari BDI Kejaksaan Republik
Indonesia;

7) Menunjuk pegawai sebapgai Operator BDI Kejaksaan Republik Indonesia;

g} Mengevalvasi kinerja Penyelenggara BDI Kejaksaan Republik Indonesin,

h. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen selaku Wakil Pengendali:

1) Membantu pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengendali sesuai petunjuk
Jaksa Agung Muda Intelijen;

2) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ferhadap Pengeloln, Pelaksana, dan
Operator BD1 Kejaksaan Republik Indonesia;

3) Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berasal dari BDI Kejaksaan Republik
Indomesia;
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Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Jaksa Agung Muda Intelijen selaku
Pengendali BD] Kejakzaan Republik Indonesia.

Direkiur 11l selaku Pengelola:

1)
2)

)

4]

7)

8)

7

Menyelenggarakan BDI Kejaksaan Republik Indonesia secara cepat, tepat, akuntabel, dan
amarn;

Menerima dan mengunduh (mengambil/download) data dan informasi dari sumber data BDI
Kejaksaan Republik Indonesia;

Meneruskan data dan informasi yang diterima dari sumber data BD] Kejaksaan Republik
Indonesia kepada Pelaksann untuk dimasukkan ke dalam BDI Kejaksaan Republik
[ndonesia;

Menyediakan dan menyajikan data dan informasi BDI Kejaksaan Republik Indonesia
kepada Pimpinan untuk mendukung pengambilan kebijakan Pimpinan;

Menentukan sistem pengamanan BDI Kejeksaan Republik Indonesia dengan menggunakan
metode sandi untuk menjamin kerghasinan password yang sepenubnya menjadi tanggung
jawab Pengelola selaku Administrator;

Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Pelaksana, dan Operator
BDI Kejaksann Republik Indonesia;

Memberikan teguran secara tertulis kepada Penyelenggara BDI Kejaksaan Republik
indonesia baik di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Neger yang belum atau
terlambat memasukkan data dan informasi ke dalam BDI Kejakszsan Republik Indonesia;
Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berasal dari BDI Kejaksaan Republik
Indonesia;

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pengendali dan Wakil Pengendali.

Kepala Sub Direktorat Produks! Intelijen pada Direktur I1T selaku Pelaksana:

1)
2
3)

4)

3)

G}

9

Menvelenpparakan BDI Kejaksaan Republik Indonesia secara cepat, tepat, akuntabel, dan
aman;

Menerima dan mengunduh {mengambil/download) data dan informasi dari sumber data BDI
Kejaksaan Republik Indonesia sesuni petunjuk Pengelols;

Meneruskan data dan informasi yang diterima dari sumber data BDI Kejaksasn
Indonesia kepada Operator untuk dimasukkan ke dalam BDI Kejaksaan Republik Indonesia;

Menganalisa, menyediakan dan menyajikan data dan informasi BDI Kejaksaan Republik
Indonesia kepada Pimpinan secara berjenjang untuk mendukung pengambilan kebijakan
Pimpinan;

Bersama-sama dengan Pengelola, menentukan sistem pengamanan BDI Kejaksaan Republik
Indonesia dengan menggunakan metode sandi untuk menjamin kerahasinan password yang
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengelola dan Pelaksana selaku Administrator;
Melakukan pembinean, pengawasan, dan pengendalian terhadap Operator BDI Kejaksaan
Republik Indonesia;

Memberikan masukan kepada Pengelola untuk memberitahukan secara tertulis kepada
Penyelenggara BDI Kejaksaan Republik Indonesin baik di tingkat Kejakssan Tinggi
maupun Kejaksaan Negeri yang belum atau terlambat memasukkan data dan informasi ke
dalam BDI Kejaksaan Republik Indonesia;

Memberitahulkan secara tertulis kepada Operator BDI Kejaksaan Republik Indonesia di
tingkat Kejaksaan Agung berkaitan dengan data dan informasi yang belum atau terlambat
dimasukan kedalam BDI Kejaksaan Agung RI;

Menjagn kerahasiaan data dan informasi yang berasal dari BDI Kejakssan Republik
Indonesia;
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10) Mempertanggungjawabkan pelaksanasn tugas kepada Pengelola.
B e. Pegawai yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen selaku Operator;

1} Menyelenggarakan BDI Kejaksaan Republik Indonesia secara cepat, tepat, akuntabel, dan
aman;

Z) Menerima dan mengunduh {mengambil / download) kemudian memasukkan data dan
] informasi dari sumber data BDI Kejaksaan Republik Indonesia sesuai petunjuk Pelaksana;

3) Menycdiakan dan menyajikan data den informasi BDI Kejaksasn Republik Indonesia
kepada Pimpinan secara berjenjang untuk mendukung pengambilan kebijakan Pimpinan:

4) Menjaga kerahasiaan sistem pengamanan BDI Kcjaksaan Republik Indonesia sudah
ditentukan oleh Pengelola dan Pelaksana selaku Administrator; e

5) Menjaga keamanan dan memelihara perangkat BDI Kejaksasn Republik Indonesia;

] 6) Memberikan masukan kepada Pelaksana untuk memberitahukan secara tertulis
Penyelenggara BDI Kejakssan Republik Indonesia baik di tingkat Kejaksasn Tinggi
maupun di Kejaksaan Negeri yang belum atau terlambat memasukkan data ke dalem BDI
Kejaksaan Republik Indonesia;

7 H:rﬂagi} kerahasiaan data dan informasi yang berasal dari BDI Kejsksnan Republik
Indonesia;
§) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pelaksana,
(2) Penyelenggara Bank Data Intclijen di Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung

8, Kepala Kejaksaan Tinggi sslaku Pengendali:

[} ]'Irimgﬂnda!ikm dan mengawasi penyelenggaraan BDI Kejaksaan Republik Indonesia di
tingkat Kejaksaan Tinggi secarn cepat, tepat, akuntabel, dan aman:
2) Menggunakan data dan informasi BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan
Tinggi untuk mendukung pengambilan kebijaken Pimpinan;
: 3) Menerima laporan data dan informasi BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat
Kejaksaan Tinggi dari Penyelenggara BDI baik di Kejaksasn Tinggi maupun Kejaksaan
Negeri secara berjenjang;
4) Memberiken izin kepada Pengelola untuk mengunduh (mengambil/download) sumber data
dan informasi dari Simkari Kejaksaan Tinggi;

| S 5) Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berassl dari BD] Kejaksaan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksann Tinggi;
' 6) Memnjuk pegawai sebagai Operator BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat
5 Kejaksaan Tinggi;
7} Mengevaluasi kinerja Penyelenggara BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat
Kejaksaan Tinggl;

8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Wakil Pengendali:
I 1} Membantu pelaksansan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengendali sesuai petunjuk
Kepala Kejaksaan Tinggi;
2) Melakukan pembinnan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Pengelola, Pelaksana, dan
| Operator BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Tinggi;
3) Menjaga kemshasisan data dan informasi yang berasal dari BDI Kejaksaan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksaan Tinggi;
. 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi selaku
Pengendali BDI Kejaksaan Republik Indonesin di tingkat Kejakssan Tinggr.
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¢ Asisten Intelijen selaku Pengelola:
1} Menyelenggarakan BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaun Tinggi secara

2

3)

4)

3}

6)

N

8)

9

1}
2]

3)

4

5}

6)

£)

9)

cepat, (epat, akuntabel, dan aman;

Menerima dan mengunduh (mengambil/download) data dan informasi dari sumber data BDI
Eejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Tinggi;

Meneruskan data dan informasi yang diterima dari sumber data BDI Kejaksaan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksasn Tinggi kepada Pelaksana untuk dimasukkan ke dalam BDI
Kegjaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaks=aan Tinggi;

Menyediakan dan menyajikan data dan informesi BDI Kejaksaan Republik Indonesia di
tingkat Kejaksaan Tinggi kepada Pimpinen untuk mendukung pengambilan kebijakan
Pimpinan;

Menentukan sistem pengamanan BDI Kf._]almaﬂn Rapub!lk ln:lumma E“ tingkat Kejaksaan
Tinggi dengan mengpunakan metode sandi untuk menjamin kerahasiaan password yang
sepenuhnya menjadi tanggung jawah Pengelola selaku Administrator;

Melakukan pembinaan, pengawasen, dan pengendalian terhadap Pelaksana, dan Operator
BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Tinggi;

Memberikan teguran secara tertulis kepada Penyelenggara BDI Kejakssan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri yang belum atau terlambat memasukkan data dan
informasi ke dalam BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri;
Menjaga kerahasinan data don informasi yang berasal dari BD] Kejakssan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksaan Tinggi;

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pengendali dan Wakil Pengendali.

Kepala Seksi [T pada Asisten Intelijen selaku Pelaksana;

Menyelenggarakan BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejeksaan Tinggi secara
cepat, tepat, akuntabel, dan aman;

Menerima dan mengunduh (mengambil/download) data dan informasi dari sumber data BDI
Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Tinggi sesuai petunjuk Pengelola;
Meneruskan data dan informaesi yang diterima dari sumber data BDI Kejaksaan Republik
Indonesia di tingkat Kejoksaan Tinggi kepada Operator :.mtulr: dimasukkan ke dalam BDI
Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejoksnan Tinggi;

Menganalisa, menyediskan dan menyajikan data dan informasi BDI Kejaksaan Republik
Indonesia di tingkat Kejakssan Tinggi kepada Pimpinan secera herjenjang  untuk
mendukung pengambilan kebijakan Pimpinan;

Bersama-sama dengan Pengelola, menentukan sistem pengamanan BDI Kejaksaan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksaan Tinggi dengan meng;guua]m:n metode sandi imtuk menjamin
kerahasiaan password yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengelola dan Pelaksana
selaku Administrator,

Melakukan pembinaan, pengawasan, dan P:ng:nda]ian terhadap Operator BDI Kejaksaan
Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Tinggl,

Memberikan masukan kepada Pengelola untuk memberitabu secara tertulis kepada
Penyelenggara BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejalsaan Negeri yang belum
atay terlambat memasukken data dan informasi ke dalam BDI Kejaksaan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri;

Menjaga kerahasiaan data dan mfurmnm vang berssal dari BDI Kejaksaan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksaan Tingg?,

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pengelola.

Pegawai yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Operator:

1] Menyelenggarakan BD1 Kejaksaan Republik Indonesia di tinglkat Kejaksaan Tinggi secara

cepat, tepat, akuntabel, dan aman;
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(3) Penyelenggara Bank Data Intelijen di Kejaksaan Negeri mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung
jawah

2}

3)

4)

5)

6)

T}

g)
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F'ﬁ-'[?nl‘l'i.m:'.l da.u mengunduh (mengambil/downioad) kemudian memasukkan data dan
;lrl.turq:as: dari sumber data BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Tinggi
sesual petunjuk Pelaksana:

Menyediakan dan menysjikan data dan informasi BDI Kejaksaan Republik Indonesia di
tingkat Kejaksaan Tinggi kepada Pimpinan secara bedenjang untuk mendukung
pengambilan kebijakan Pimpinan;

i'--!-.-.n;]‘ jaga kershasisan sistem pengamanan BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat
Kejaksaan Tinggi yang sudah ditentuken oleh Pengelols dan Pelaksana selakun
Administrator;

Menjaga keamanan dan memelihara perangkat BDI Kejaksaan Republik Indonesia di
tingkat Kejaksan Tingpi;

Memberikan masukan kepada Pelaksang untuk  memberitahukan secars  tertulis
Penyclenggara BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri yvang belum
atan terlambat memasukkan data ke dalam BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat
Kejaksaan Negeri;

Menjaga kerahasisan data dan informasi yang berasal dad BDI Kejaksasn Republik
Indonesia di tingkat Kejaksaan Tinggi;

Mempertenggungjawabkan pelaksansan tugas kepada Pelaksana.

a. Kepala Kejaksaan Negeri selaku Pengendali:

1)
2}

)

4)
3)

6)

8]

9)

Mengendalikan dan mengawasi penyelenggarasn BDI Kejaksaan Republik Indonesia di
tingkat Kejaksaan Negeri secara cepat, tepat, akuntabel, dan aman;

Menggunakan data dan informasi BD] Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan
Negeri untuk mendukung pengambilen kebijakan Pimpinan;

Menerima laporan data dan informasi BDI Kejaksaen Republik Indonesia di tinglat
Kejaksaan Negeri dari Penyelenggara BDI Kejoksaan Republik Indonesia di tingkat
Kejaksaan Negeri;

Memberikan izin kepada Pengelols dan Pelaksana untuk mengundub (mengambil/
download) sumber data dan informasi dari Simkari Kejaksaan Negeri;

Menjaga kerahasiaan data dan informaesi yang berasal darl BDI Kejakssan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri;

Menunjuk pegawai sebagai Operator BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat
Kejaksaan Negeri;

Memberikan leguran secara tertulis kepada Penyelenggara BDI Kejaksaan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksasn Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang belum atan
terlambat memasukkan data dan informasi ke dalam BDI Kejaksaan Republik Indonesia di
tingkat Kejaksaan Neger;

Mengevaluasi kinerja  Penyelenggara BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tinglat
Kejaksaan Neperi;

Mempertanggungjawablkan pelaksanaan tugas kepadas Kepala KejaksaanTinggi.

Kepala Seksi Intelijen selaku Pengelola dan Pelaksana:

1
2

3)

Menyelenggarakan BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri secara
cepal, tepat, akuntabel, dan aman,

Menerima den mengunduh (mengambil/download) data dan informasi dari sumber data BDI
Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeni;

Meneruskan data dan informaszi yang diterima dari sumber data BDI Kejaksaan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksaan Negerl kecpada Operator uumk dirnasukkan ke dalom B
Kejaksaon Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri;
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4) Mengsqalisq, Puenyndiaigan dan menyajikan data dan informasi BDI Kejaksean Republik
!ud?peau di tingkat Kejaksaan Negeri kepada Pimpinan untuk mendukung pengambilan
kebijakan Pimpinan:

3) Menentukan sistem pengamanan BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan
Negeri dengan menggunakan metede sandi untuk menjemin kerahasiaan password yang
sepenubnya menjadi tanggung jawab Pengelola dan Pelaksana selaku Administrator:

6) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Operator BDI Kejaksaan
Republik Indonesis di tingkat Kejaksaan Negeri;

7) Menjaga kerahasinan data dan informasi yang berasal dari BDI Kejaksaan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri;

8) Mempertanggungjawabkan pelaksanasn tugas kepada Pengendali.
¢. Pegawai yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri selakn Operator:

1) Menyelenggarakan BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri secara
cepat, tepat, akuntabel, dan aman;

2) Menerima dan mengundub (mengambil/downioad) kemudian memasukkan data dan
informasi dari sumber data BD] Kejaksasn Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri
sesuai petunjuk Pengelola dan Pelaksana;

3) Menyediakan dan menyajikan data don informasi BDI Kejaksaan Republik Indonesia di
tingkat Kejaksasn MNegeri kepada Pimpinan secara berjenjang untuk mendukung
pengambilan kebijakan Pimpinan;

4) Menjaga kerahasinan sistem pengamansn BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat
Kejaksaan NMeperi yang sudah ditentukan oleh Pengelola dan Pelaksana sclaku
Administrator;

5) Menjaga keamanan dan memeliham perangkat BDI Kejaksaan Republik Indonesia di
tingkat Kejaksaan Negeri;

6) Menjaga kerahasinan data dan informasi yang berasal dari BDI Kejaksaan Republik
Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri;

7 Memperanggungiawablkan pelaksansan tugas kepada Pengelola dan Pelaksana

Bagian Keempat
Mekanisme dan Wakin Penyelenggarnan Bank Data Intelijen

Pasal 33

(1) Setiap data dan informasi yang diterima dari Jaksa Agung Muda, Direktur, Kepala Pusat Daskrimti,
Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri'Cabang Kejaoksaan Negeri, media
cetakielektronik dan sumber lainnya, dikelola oleh Pengelola BDI Kejaksaan Repuablik Indonesia di
tingkat Kejaksaan Agimg, dalam waktu paling lama 2 {dua} hari;

(2) Pengelola meneruskan data dan informasi kepada Pelaksana, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;

(3) Pelaksana mencruskan data dan informasi kepada Operator untuk dimasukkan ke dalam BDI
Kejaksaan Republik Indonesia, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari, kecuali data dan informasi
yang memerlukan analisis, baru diserahkan oleh Pelaksana kepada Operator untuk dimasukian ke
dalam BDI Kejaksaan Republik Indonesia, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari,

{(4) Data dan informasi yang terhimpun di dalam BDI Kejaksaan Republik Indonesia dilaporkan secara
berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Intelijen selaku Pengendali dalam bentuk soft copy, sclambat-
lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
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Pasal 34

(1) Setiap data dan informasi vang diterima dari para Asisten, Simkari Kejaksaan i, Kejaksaan
: _ Kej Tinggi
H:gmﬁ?ui:];%%KKemksm Negeri, media cetal/elektronik dan sumber lainnya dli:clu{a oleh
ﬂ a [ R hl{k El Fogm ] ¥ 5
EPMEEJ{ i ejaksann Republik Indonesia di tinglkat Kejaksaan Tinggi, dalam waktu paling lama

(2) Pengelola meneruskan data dan informasi kepada Pelakssna, dalam wakiu paling lama 1 (satu) hari:

{(3) Pelaksana meneruskan data dan informasi kepada Operator untuk dimasukkan ke dalam
: - : 1 ; BDI
Kejaksaan Republik lndnn@n di tingkat Kejaksann Tinggi, dalam waktu paling lama 1 (zatu) hari,
kecuali data dandimfnnﬁ.::l JﬂﬂMIm analisis, baru diserahkan oleh Pelaksana kepada
E.‘lpcramr_ tor untuk dimasu am BDI Kejaksaan ublik Indonesi i jaksasn
Tinggi, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari; e R

(4) Data dan informasi yang dihimpun oleh Penyelenggara BDI Keiaks in di ti
: ; jaksann Republik Indonesia di tingkat
Kejaksaan Tinggi sudah masuk ke dalam Sistem Aplikasi Intelijen yang t.:n;iig selambat-
lambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan berjalan;

(5) Data dan informasi dilaporkan secasa berjenjang kepada Kepala Kcejaksaan Tinggi i
ggi selakt Pengendali
dalam bentuk saff copy, selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepulul) bulan berjalan, :

_ Pasal 35
(1} Setiap data dan informasi yang diterima dari para Kepala Seksi, Simkari Kejaksaan Negeri Cabang
Kejaksean Negeri, media cetak/clektronik dan sumber lainnya, dikelola oleh Pﬂiuh dan
ﬁm ]}DI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri, dalam waktu paling lama

ari,

(2) ﬁngel;:rlﬂm Pelaksana meneruskan data dan informasi kepada Operator, dalam waktu paling lama
satu iz

. {3) Operator memasukkan data dan informasi dari Pengelola dan Pelaksana ke dalam BDI Kejaksaan

Eepublik Indonesia di tingkat Kejaksaan Negeri, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kecuali data
dan informasi yang memeriukan analisis, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari:

" (4) Data dan informasi yang dihimpun oleh Penyelenggara BDI Kejaksaan Republik Indonesia di
Kejaksann Negeri sudah masuk ke dalam Sistem Aplikasi Intelijen yang tersedia selambat-lambatmya

pada tanggal 5 (lima) bulan berjalan;

’5) Data dan informasi dilaporkan sccara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri selaku Pengendali
dalam bentuk so/f capy selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan berjalan.

Paszal 36

Apabila dibutuhkan untuk mendukung pengambilan kebijakan Pimpinan, maks Penyelenggara BDI

- Kejaksaan Republik Indonesia wajib menyediakan, menyajikan data dan informasi BDI Kejakssan

Republik Indoncsia, dalam wakitu paling lama 1 (satu) hari atau sesuai dengan petunjuk Pimpinan.
Pasal 37

Setiap Penvelenggara BDI Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan
Negeri vang mendapat teguran secara terfulis karena belum atau terlambat memasukkan dsta dan
informasi ke dalam BDI Kejaksaan Republik Indonesia, wajib melaksanakan isi teguran tersebut, dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 38

Penvelenggara BDI Kejaksaan Republik Indonesia setiap saat  wajib melakukan pemutakhiran (up-
" daring) data dan informasi BDI Kejaksaan Republik Indonesia.

"
L
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BAB X
PENERANGAN HUKUM DAN PENYULUHAN HUKUM

Pasal 39

(1) Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hulum pada Puspenkum Kejaksaan Agung, melakukan

kegiatan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum meliputi:
a. Penjajekan pada sasaran yang akan dituju puma menentuksn lokasi dan mater) akan
disampaikan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari; i
b. ;-"iE:'.Ij"LIE.un materi penerangan hukum yang akan disampaikan, dalam waktu paling lama 5 (lima)
drlg
¢. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sebagai nara sumber, dalam waktu paling lama
7 (tujuh) hari; ;
d. Melakukan rapat persiapan dengan pelaksana dalam rangka menyiapkan bahan-bahan
penerangan hukum, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
e. Pelaksanaan kegiatan penerangan hukum, dalam waktu paling lama | (satu) hari;
£ .‘n-:Iﬁlnpudcm kegiatan penerangan hukum kepada Kepala Pusst Penerangan hukum, kemudian
?h}-ushn kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
egiatan selesai.

(2) Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Puspenkum Kejaksaan Agung,

melaksanakan kegiatan check and re-check, monitoring dan evaluasi meliputi:

2. Mengadakan rapat persiapan pelaksanaan check and re-check, monitoring dan evaluasi, dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari;

b. Melakukan koordinasi pelaksanaan check and re-check, monitoring dan evaluasi kepada jajaran
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaaan Negen dan Cabang Kejaksaan Negeri, dalam waktu paling lama 3
(tign) hari;

¢. Menyiapkan perlengkapan dokumen seperti blangko isian check and re-check, monitoring dan
evaluasi, surat perjalanan dinas, akomodasi, dalam wakiu paling lama 5 (lima) hari;

d. Melaksanakan kegintan check and re-check, monitoring dan evaluasi pada sazaran yang pemah

dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, dalam waktu paling lama 3 (tiga)

hari;

e. Melaporkan kegiatan check and re-check monitoring dan evaluasi kepada Kepala Pusat
Penerangan Hukum kemudian diteruskan kepada Jaksa Aguong Muda Intelijen, dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari setelah kegiatan sclesai.

Pasal 40

; Kepala Seksi Penerengan dan Penyuluhan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, melakukan kegiatan meliputi :

i

Penjajakan pada sassran yang akan dituju guna menentukan lokasi dan materi yang akan
disampaikan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;

Menyusun materi penerangan hukum dan penyuluban hukum yang akan disampaikan, dalam waktu
paling lama 5 (lima) hari;

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkeit sebagai nara sumber, dalam wakiu
paling lama 7 (tujuh) hari;

Melakukan rapat persiapan dengan pelaksana dalam rangka menyiapkan bahan-bahan penerangan
hukum dan penyuluban hukum, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;

Pelaksanaan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum, dalam waktu paling lama 1 (satu)
hari;

Melaporkan kegiatan penernngan hukum dan penyuluhan hukum kﬁpﬂlﬂ. Kepala Kejaksasn Tinggi,
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung scjak kegiatan selesai.
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Pasal 41

Kepala Scksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri, melakukan kegiatan hukum d

hukum meliputi : o e NG

a. P_mjajakﬂnu pada sasaran yang akan difuju gune menentukan lokasi dan materd vang akan
disampaikan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) han;

b.  Menyusun materi penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan, dalam waktu
paling lama 5 (lima) hari; s

¢. Melakukan koordinasi dan kerjasams dengan instansi terkait scbagai nara sumber, dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari;

d. Melakukan rapat persiapan dengan pelaksana dalam rangka menyiapkan bahan-bahan penecrangan
hukum dan penyuluban hukum, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;

E ﬁnhkammnr kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum, dalam waktu paling lama 1 (satu)

ari.

f. Melaporkan kegiatan penerangan hukum dan penyuluban hukum kepada Kepala Kejakssan Neger,
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak kegiatan selesai,

BARB X1
PUBLIKASIL, DOKUMENTASI DAN PENGELOLAAN WEBSITE

Pasal 42

(1) Kepala Bidang Hubungan Media Massa pada Puspenkum Kejaksaan Agung melaksanskan kepiatan
publikasi, dokumentasi dan pengelolaan website meliputi:
a Siaran Pers;

1. Menginventarisir bahan pertanyaan dari media, dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada
hari yang sama;

2. Mencari, mengumpulkan data dan meayiapkan konsep jawaban, dalam waktu paling lama 3
{tige) jam pada harl yang same;

3. Menyampaikan konsep jawaban dalam bentuk siaran pers kepada Kepala Posat Penerangan
Hukum, puna memperoleh persetujuan, dalam wakiu paling lama 1 (satu) jam pada hari
yang sama;

4. Membuat dan menyerahkan bahan siaran pers kepada Jaksa Agung Republik Indonesia,
Kepala Pusat Penerangan Hukum, termasuk jawaban pertanyaan pers terfulis maupun tidak
tertulis sesuai dengan kebutuban untuk dipublikasikan, dalam waktu paling lama 1 (satu)
jam pada hari yang sama;

5. Menyusun dan membuat laporan bulanan kegiatan publikasi dan siaran pers selanjutnya
menyampailkan secars berjenjang kepads Jaksa Agung danfatan Wakil Jaksa Agung
Republik Indonesie, dalam waliu paling lama 3 (tiga) hari,

b. Kliping Pers meliputi:

1. Mengumpulkan, membaca, menyeleksi don menggunting berita pada sural kabar harian
yang dilaksanakan setiap hari, dalam walktu paling lama 1 {satu) jam pada hari yang sama;

2, Menyusun hasil guntingan berita dari surat kabar harian dan menempelkannya sesuai kasus
atau topik dalam bentuk kliping pers yang dileksanakan setiap hari, dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) menit pada hari yang sama;

3. Menggendakan dan mendistribusikan kliping pers setiap selesai kegiatan kliping pers, dalam
waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama;

4. Melakukan input data kliping pers ke dalam data base komputer, dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) meanit pada hard yang sama;
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5. Menyusun dan membuat laporan bulanan kegiatan kiiping pers selanjutnya menyampai

paikan
secarn berjenjang kepada Jaksa Agung dan/atau Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia,
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

¢. Fotodan video meliputi;

8

Memeriksa peralatan dokumentasi foto dan video serta tempat lokasi kegistan pengambilan
gambar atau peliputan setiap sebelum dilakukannya pengambilan gambar atau peliputan,
dalam waktu paling lama 15 (lima belas) menit pada hari yang sama;

Melakukan pengambilan gambar atan peliputan kegiatan sesuni kebutuhan, dalam waltu -

paling lama 2 (dua) jam pada hari yang sama;
Menyusun, mengumpulkan dan menyeleksi hasil liputan gambar foto dan video setiap
selesai dilakukannya peliputan, dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama:

Mengopi hasil liputan gambar [0l dan video ke dalam ersip dokumen foto dan video di
komputer, dalam waktu paling fama 30 (tiga puluh) menit pada hari yang sama;

Mencetak hasil liputan gambar foto dan menggandakan hasil liputan video dalam bentuk
Compact Disk (CDY) sesuai kebutuhan, dalam waktu paling lama 2 (dua) jam pada hari yang
sama;

Menyusun dan membuat laporan bulanan kegiatan dokumentasi fote dan video selanjutnya

menyampaikan sccara berjenjeng kepada Jeksa Agung danstau Wakil Jaksa Agung
Republik Indonesia, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

d. TV Monitaring meliputi:

1.

Pemantauan terhadap tayangen berita dan informasi yang berkaitan dengan bidang hukum
vang disiarken setiap hari oleh stasiun televisi nasional, dalam waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) jam;

Mengumpulkan dan menganaliss hasil pantauan tayangan berita dan informasi dari setiap
stasiun televisi swasta dan mendokumentasikannya dalam bentuk Compact Disk (CD) sesuai
kebutuhan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama;

Menyusun dan membuat laporan bulanan kegiatan TV Mowitoring selanjutnya
menyampaikan secara berjenjang kepada Jaksa Agung dan‘atau Wakil Jaksa Agung
Republik Indonesia, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bari.

(2) Asisten Intelijen dan Kepala Seksi Pencrangan dan Penyuluhan Hukum pada Kejaksaan Tinggi,
melaksanakan

kegiatan publikasi, dokumentasi dan pengelolaan website:

. @ Siaran Pers:

1.

2

Menginventarisic bahan pertanysan dari media, dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada
hari yang sama;

Mencari, mengumpulkan data dan menyiapkan konsep jawaban, dalam waktu paling lama 3
{tiga) jam pada hari yang sama;

Menyampaikan konsep jawaban dalam bentuk siaran pers kepada Kepala Kejaksaan Tinggl,
guna memperoleh persetujuan, dalam waktu paling lama ] (satu) jam pada hari yang sama;
Menyerahkan bahan siaran pers kepadn Kepala Kejaksaan Tinggi, termasuk jawaban
pertanyaan pers tertulis maupun tidek terfulis scsuai demgan kebutuhan untuk
dipublikasikan, dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang same;

Menyusun dan membuat laporan bulanan kegiatan publiknsi dan siaran pers selanjutnya
menyampaikan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari.

b. Kliping Pers meliputi:

1.

Mengumpulkan, membaca, menyeleksi dan :Emngmmﬁng berita pada surat kabar harian,
dalam wektu paling lama 1 (satu) jam pada heri yang sama;

==
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Menyusun hasil guntingan berita dari surat kabar harian dan menempelkannya sesuai kasus
atau topik dalam bentuk kliping pers, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit pada
hari yang sama;

Menggu.llldﬂkan dan mendistribusikan kliping pers, dalam waktu paling lama 1 (satu) jam
pada hari yang sama;

Melakukan input data kliping pers ke dalam data base komputer, dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) menit pada hari yang sams; ;

Menyusun dan membuat laporan bulanan kegiatan kliping pers selanjutaya m fhiaa
secarn berjenjang kepada Jaksa Agung Muds Intelijen, dalam waktu paling luma 3 (tiga)
hari.

c. Fotodan video meliputi :

.

6.

Memeriksa p:mIth dokumentasi foto dan video serta tempat lokasi kegiatan pengambilan
gambar atau peliputan setiap sebelum dilakukannya pengambilan gambar atau peliputan,
dalam waktu paling lama 15 (lima belas) menit pada hari yang sama; '

Melakukan pengambilan gambar atau peliputan kegiatan sesvai kebutuhan, dalam waktu
paling lama 2 (dua) jam pada hari yang sama;

Menyusun, mengumpulkan dan menyclcksi hasil liputan gambar foto dan video setisp
selesai dilakukannya peliputan, dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama;
Mengopi hasil liputan gambar foto dan video ke dalam arsip dokumen foto dan video di
komputer, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit pada hari yang sama;

Mencetak hasil lipitan gambar foto dan menggandaken hasil liputan video dalam bentuk
Compact Digk (CD) sesuai kebutuhan, dalam waktu paling lama 2 (dua) jam pada hari yang
sama;

Menyusun dan membuat laporan bulanan kegiatan dokumentasi foto dan video selanjutnya
menyampaikan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari.

- (3} Kepala Seksi Intelijen pada Kejakssan Neger melaksanakan kegiatan publikasi, dokumentasi dan

. pengelolaan website:
a  Siaran Pers meliputi:

k.

Menginventarisir bahan pertanyaan dari media, dalam waktu paling lama 1 {satu) jam pada
hari yang sama,

Mencari, mengumpulkan data dan meayiapkan konsep jawaban, dalam waktu paling lama 3
(tiga} jam pada hari yang sama;

Menyampaikan konsep jawaban dalam bentuk siaran pers kepada Kepala Kejaksaan Negeri,
guna memperoleh persetujuan, dalam wakfu paling lama 1 (satz) jam pada hari yang sama;
Menyerahkan bahan siaran pers kepada Kepala Kejaksaan Negeri, termasuk jawaban
pertanyaan pers tertulis mawvpun tidak tertulis sesuai denpan kebutuhan untuk
dipublikasikan, dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama;

Menyusun dan membuat laporan bulanan kegiatan publikasi dan sisran pers selanjutnya
menyampaikan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari.

b. Kliping Pers meliputi:

1.

Mengumpulkan, membaca, menyeleksi dan menggunting benta pada surat kabar
harian.dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama;

Menvusun hasil guntingan berita dari surat kabar baran dan menempelkannya sesuai kasus
atau topik dalam bentuk kliping pers, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit pada
hari yang samao;

Menggandakan dan mendistribusiken kiiping pers, dalam wakto paling lema 1 (sat) jam
pada hari yang sama;
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4. Melakukan input data kliping pers ke dalam data base kom
! : ] puter, dalam waktu paling 1
30 (tiga puluh) menit pada hari vang sema; -
5, Mw d&n membuat laporan bulanan kegistan kliping pers selanjutnya i
secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
c. Fotodan video meliputi:

| Memeriksa peralatan dokumentasi foto dan video serta tempat lokasi kegiatan bilan
gambar atau m!:putau setiap sebelum dilakulannya pengambilan gambar mp:nmpqﬁpm,
dalam waktu paling lama 15 (lima belas) menit pada hari yang sama;

2. Melakukan pengambilan gambar atay peliputan kegiatan sesusi kebutuhan, dal waktu
paling lama 2 (dua) jam pada hari vang sama; e

3. Menyusun, mengumpulkan dan menyecleksi hasil liputan gambar foto dan video se
selesai dilakukannya peliputan, dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang m&m

4. Mengopi hasil liputan gambar foto dan video ke dalam arsip dokumen foto dan video di
komputer, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit pada hari yang sama;

5. Mencetak hasil liputan gambar foto dan menggandakan hasil liputan video dalam bentuk
Campaet Disk (CD) sesuai kebutuhan, dalam waktu paling lama 2 (dua) jam pada hari yang
sam;

o 6. Menyusun dan membuat laporan triwulan kegistan dokumentasi foto dan video selanjutnya

menyampaikan secara berjenj kepad Ke; Tinggi, dal 3
fame 3 ttigs) bt enjang kepada Kepala Kejaksasn Tinggi am wakiu paling

BAB XII
PENGELOLAAN POS PELAYANAN HUKUM (PPH) DAN
PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM)

Pasal 43

y (1} Penanggung jawab dan Koordinator Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Penerimaan
Pengaduan Masyarakat (PPM) terdiri dari:

a. Penanggung jawab :
gk 1. Kejaksann Agung : Kepala Pusat Penerangan Hukum;
2. Kejaksaan Tinggi :  Asisten Intelfjen:
3. Kejaksaan Negeri : Kepala Kejaksaan Negeri;
4. Cabang Kejaksaan Negeri : Kepala Cabang Kejakszan Negeri.
b. Koordinator :
1. Kejaksaan Agung ;  Kepala Sub Bidang Kerjosama Antar Lembaga Non Pemerintah
Bidang Hubungan Antar Lembaga;
2, Kejaksaan Tinggi :  Kepala Seksi Penerangan Hulum:
3. Kejaksaan Negeri :  Kepala Seksi Intelijen;

4, Cabang Kejaksaan Negeri :  Kepala Urusan Tata Ussha Teknis.

(2) Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (FPM) menerima informasi
dan pengaduan tentang :

a. Kebijakan kinerja Kejaksaan R1, kasus/perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan;
» b, Pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang pegawal Kejaksaan;
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¢. Tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangen Kejaksaan Republik Indonesia vang diatur
secara khusus berdasarkan Undang-Undang,

(3) Meneruskan informasi maupun laporan/pengaduan yang diterima kepada Penanggung Jawab PPH

dan PPM, dalam waktu paling lama 2 (dun) jum pada hari vang sama;

(4) Penanggung Jawab PPH dan PPM setelah menerima Nota Dinas dari Koordinator Pos PPH dan PPM

herkewajiban meneruskan, mendisposisi dan mendistribusikan informasi maupun laporan/pengaduan
kepadn Pejabat Struktural di atasnya atau yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja kepada
bidang-bidang yang sccara struktural ada di bewshnya atau pihak berwenang lain berdasarkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dalam waktu paling lama 4 (empat) jam pada hari yang
SAmA.

BAR XIII
PENERIMAAN AUDIENSI/KUNJUNGAN TATAP MUKA

Pasal 44

Penerimaan audiensikunjungan tatap muke yang dilakukan cleh lembaga non pemerintah seperti
Sekolah/Perguruan Tinggi, LSM., dan lain-lainmelalui:

1. Kapuspenkum setelah menerima surat permohonan audiensi kemudian mendisposisi surat kepada

Kabid Hubungan Antar Lembaga (Hubega) sehubungan dengan persiapan waktu dan tempat
pelaksanaan audiensi, dalam waktu paling lama 4 (empat) jam pada hari yang sama;

Kabid Hubaga setelah menerima disposisi dari Kapuspenkum, menugaskan Kasub Bid Kerjasama
Antar Lembagn Non Pemerintah melakukan koordinasi dengan Biro Umum Cq Bagian Rumah
Tangga dan Bagian Keamanan Dalam untuk mempersiapkan pelaksanaan audiensi, dalam waktu
paling lama 2 {dua) jam pada hari yang sama;

Kasub Bid Kerjasama Antar Lembaga Non Pemerintoh setelah menerima penugasan dari Kabid
Hubaga kemudian melakukan koordinasi dengan Biro Umum cg, Bagian Rumah Tangga dan Bagian
Keamanan Dalam dan melaporkan hasil koordinasi kepada Kabid Hubaga, dalam walktu paling lama
2 (dua) jam pada han yang sama;
Kabid Hubaga setelah menerima laporan dari Kasub Bid Kerjasama Antar Lembaga Non Pemerintah
kemudian menyampaikan informasi tentang kesiapan waktu dan tempat pelaksanaan audiensi kepada
Kapuspenkum dan menugaskan Kasub Bid Kerjasama Antar Lembaga Non Pemerintsh untuk
memberitohukan wakiu dan tempat pelaksanann aodiensi kepada pihak yong akan melalukan
audiensi, dalam waktu paling loma 1 (satu) hari;
Kabid Hubaga setelsh pelaksannan audiensi melaporkan hasil pelaksanasn audiensi kepada
Kapuspenkum dengan Nota Dinas, dalam waktu paling lama 2 (dua) jam pada hari yang sama.
BABR XIV
KEGIATAN ANTAR LEMBAGA FEMERINTAH/
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pasal 45

(1} Kegintan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat/Rapat/Sidang Paripurna:

a, Kapuspenkum setelah menerima surat undangan/pemberitahuan dari Sekretarial Jendral DPR,
DPD, MPR Republik Indonesia, atau dari Pimpinan DPR Rapt_;bhk I.udnm /DPD Republik
Indonesia yang ditujukan kepada Jaksa Agung Raptﬂ:rlik [ndonesia temﬂng lm@atan psl&lmum
Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi ITl DPR Republik Indonesia, Panitia Kerja
(Panja) DPR Republik Indonesia, Panitia Khusus (Pansus) DPR Republik Indonesia, Badan
Anggaran (Banggar) DPR Republik Indonesia, Badan Lugi_alnﬂr (Baleg) DFE Republik
Indonesia, Badan Musvawarah (Bamus) DPR Republik Indonesia, Tim Pengawas Pansus DPFR
Republik Indonesin; atau Rapat Kerja, Repat Dengar Pendapat DF:D Republik Lndunuaia. atau
Qidang Paripurna DPR, DPD, MPR Republik Indonesia mendisposisi  surat
undangan/pemberitahuan kepads Kabid Hubaga untuk diinformasikan kepada Jaksa Agung
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Republik Indonesia melalui Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia dan Pejabat Esclon
I melalui sekretariat, dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama;

Eabid Hubaga setelah menerima disposisi Kapuspenkum kemudian menugnskan Kasub Bid
Kerjasama  Antar  Lembaga  Pemerinta/DPR  untuk menyampaikan  surat
undangan/pemberitahuan kepada Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia dan Pejahat
Eselon I melalui Sekretariat tentang waktuw/tempat pelaksanaan rapat, materi pertanyaan ripat,
dalam waktu paling lama 1 (satu) jam pada hari yang sama;

Kasub Bid Kerjasama Antar Lembaga PemerintahW/DPE setelah menyampaikan  surmat
undangan/pemberitahuan kepada Asisten Khusus Jaksa Agung dan Pejabat Eselon I melalu
Sekretariat melaporkan pelaksanannya kepads Kabid Hubaga kemudian berkoordinasi dengan
Staf pada Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia, Pejabat Eselon T melalui Sekretariat
tentang kesiapan atas waktu/tempat pelaksanaan rapat, materi jawaban pertanyaan, dalam waktu
paling lama 3 (tiga) jam pada hari yang sama;

Kasub Bid Kerjasama Antar Lembaga Pemerintab/DPR setelsh mendapat informasi kesiapan
wakiw/pelaksanaan rapat, materi bahan jawaban pertanyasn berkoordinasi  dengan
kesekretariatan DPR, DPD, MPR. Republik Indonesia, Komisi, Panja, Pansus, Banggar, Baleg,
Bamus dan melaporkan Kepada Kapuspenkum melalui Kabid Hubaga, dalam waktu paling lama
1 (satu) hari;

Kabid Hubaga melaporkan hasil pelaksanasn rapat kepads Kapuspenkum, dalam waktu paling
lama 2 (dua) jam setelah rapat selesai,

Kunjungan Kerja Komisi IIl DPR Republik Indonesia dalam masa resesKunjungan Lapangan
Komisi IT1 (insidentil/kasuistis):

a

Kapuspenkum setelah menerima sural pemberitabusn yang ditujukan kepads Jaksa Agung
Republik Indonesia tentang kegiatan Kunjungan Kerja Komisi [I1 DPR Republik Indonesia
dalam masa reses ataupun Kunjungan Lapangan Komisi I, dari Sekretariat Jendml DPR
Republik Indonesia atau dari Pimpinan DPR. Republik Indonesia kemudian mendisposisi surat
kepada Kabid Hubaga untuk diinformasikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui
Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Intelijen melalui
sekretariat dan Kepala Kejaksaan Tinggi yang menjadi tempat tujuan Kunjungan Kerja ataupun
Kunjungan Lapangan tentang pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan,
dalam wakin paling lama 2 (dua) jam pada hari yang sama;

Kabid Hubaga setelah menerima disposisi Kapuspenkum menugaskan Kasub Bid Kerjasama
Anter Lembaga Pemerintah/DPR untuk menyampaikan surat pemberitashuan kepada Asisten
Khusus Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Intelijen melalui sekretarint dan Kepala Kejaksaan
Tinggi melalui Asisten Intelijen tentang wakiu'tempat pelaksanaan rapat, dan materi bahan
pertanyaan, dalam waktu paling lama | (satu) jam pada hari yang sama;

Kasub Bid Kerjassma Antar lembaga Pemerintah/DPR  setelah menyampaikan  surat
undangan/pemberitabuan kepada Asisten Khusus Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Intelijen
melalui sekretariat dan Kepala Kejsksaan Tinggi melalui Asisten Intelijen, kemudian
melaporkan pelaksanaanya kepada Kabid Hubaga dan berkoordinasi dengan staf pegawai pada
Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen tentang kesiapan Surat Perintah Tugas Tim dari
Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang skan mendampingi Komisi 1l DPR Republik
Indonesia dalam melakukan Kunjungan Kerja'Kunjungan Lapangan, dalam waktu paling lama 1
(satu) jam pada hari yang sama,

Kasub Bid Kerjasama Antar lembaga Pemerintah/DPR berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi
[11 DPR Republik Indonesia, Asisten Intelijen di tempat Kejaksaan Tinggi yeng menjadi tempat
Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan tentang waktu/tempat pelaksanaan Kunjungan
Kerja/Kunjungan lapangan dan materi jawaban perfanyaan, dalam waktu paling lama 1 (sata)
hari;

Kepala sub Bidang Kerjasama Antar lembaga punm'ilnmh.l'DPR pmgkmrdiﬂr hpm'm
pelaksanaan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan yang dibuat oleh Tim Puudum]ﬂng Komisi
[T DPR Republik Indonesia untuk disempaikan kepada , dnlam waktu paling lama
2 (dua) hari setelah pelaksanaan Kunjungan Kerjo/Kunjungan Lapangan selesai,
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Pembuatan Kartu TIK

1 [Staf Tata Usaha Sub Direktorat Produssi siIntelilen |

membual karhuik blodata sesual format RN, 16 dan
kariutik tersangkalterdakwarterpidana sesusi format
RIN.17 setelsh memperalsh data yang diperiukan.

Staf Tata Usaha Subdit Politik dan Sostal Budaya,
Subdit Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan,
Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan,
Subdit Keuangan dan Kekayaan Negara membuat

- |kartutik Organisasi sesusi format RIN.18.

Staf Tata Usaha Subdit Pengawasan Media Massa,

Barang Cetskan, Aliran Kepercayaan Masyarakat
dan Keagamaan membust kartutik Barang Cetakan
sesual format RIN.19.

4 Kasubdit terkaif rmembuat laporan berkala fiwulan

dan tahunan (dalam bentuk Lakip dan Kirka) dengan
mencatal jumish dokumen yang diterima umuk
kartutik, pengisian kartu lama dan pembuatan kartu
baru

§ 2 [dua) berildata-cate
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1 [Bagian Tata Usaha Sekretariat Joksa Agung

DireklunKabag Tata Usaha Puspenkumistaf Tata
Lisaha pada Koordinator terkail menyimpan
dokumeniaskah dinas yang mash diperlukan
dalam kegtatan sehari-hari {dokumeningskah
dinas dinamis) untuk kepaduan pembuatan

Parencanaan, pengolanan, penyusunan produs
Intefijen dan fin-tain,

1 s

Muda Intelijen'Sub Bagian Tata Usaha A pada
Diraktorat/Bagian Tata Usaha Puspenkurn hari yang
mencatat iarggal penyelessian saliap sural -
dalam Buku Assip (R, IM.8).

< |Panyimpanan amsip dokurmneninaskah dinas 3 {tiga)
beszna tanggapanfawaban disgimpan dalam jarn pada
lempat penyinpanan sesuai dengan kodefindeks had yang
tan klasifikasi sural —_—
Sekretaris Jeksa Agung Muda Infalijen cq. 1 [duz] ja
Kabag Teta Usaha, Direktur c.q. Kasubag Tata pach harl
Ussha, Kapuspenkum c.q. Kabag Tata Ussha, BN sna
mambububkan status dokumen/naskah dinss
dimaksud, apabila dipandang mesih akfual,
dinamis tau pasi,

4 |Bagian Tata Usaha Sekretarts Jaksa Agang 2 {dua) ja
Muda intelijen/Subbagian Tata Usaha 15_. has

5 |Bagian Tela Usaha Sekretarial Jaksa Aquirg

Muda Bidang Intelijen menyimpan
dgokumenihaskah dinas yang tidak berndai
{nielijen (yang bersifal umum) sepentl surat-surat
yang berhubungan dengan parsonalla,
erganisasi, peralatan Infelijen, Rencana Resia
can Program Kerja, pelaksanaannya dan lain-izin
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Kepala Sub Direktorat terkait setelah memperoieh
informasi yang bersumber dari laporan masyarakat,
ditermukan langsung atau dari medig elekironik terhadap
aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan yang
diduga dapat mengganagu ketentraman dan keterfiban
umum melaporkan kepada Direktur Il dan selanjutnya
Direktur || menunjuk Satuan Tugas Intelijen untuk
membuat telahaan intelijen,

15

informasi,
nota dinse

1 [satu)
hari

2 _me_n_E Il melaporkan kepada Jaksa Agung Muda
Intefijen hasil telaahan inteljjan untuk mendapatkan
persefujuan panunjukan eatuan tugas intelijen guna
|melaksanakan operasi intelijen terhadap aliran
kepercayaan masyarakat dan keagamaan yang diduga
dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Ik dan

sprin ops

3 (tiga)
iam

lahasops
dan nodis

Apabila hasil operasi intelijen diparoieh indikasi bahwa
terhadap aliran kepercayaan magyarakat dan
keagamaan tersebut mengganggu ketentraman dan
ketertiban umurm, Direktur Il dengan menggunakan neta
dinas melaporian kepada Jaksa Agung Muda Intelijen
guna mendapatkan persetujuan tindak lanjut.

nata dinas
dan
laphasops

3 (tiga)

jam

dispasisi
dan tindak
lanjut
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Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN JAKSA | JAM | KAPUS | KABID | KASI KASI | KELENG
AGUNG | INTEL |PENkum|PENKUM |PeEnkum]| mTEL | kapan | WAKTU | OUTPUT

3 i L]

2

Mengadakan rapat persiapan pelaksanasn

icheck and recheck, monev dalam wakiu paling| u_ﬁ_whﬂ_ FIORNSn iy
{lama 3 {tiga) hari;

Koordinasi pelaksana check and re-check, .__.. |ithwat

monev kepads jajsran  Kejsksaan Tinggl, 3 (tiga) 1} ompakatan
Kejaksazan MNegeri dan Cabang Kejaksaan et laksana
Megeri dalam waktu paling tama 3 (liga) hari 5 i
Menyiapkan perlengkapan dokumen seper

blangko isian check and re-check, monev, surat Y 5 {lira) |blanko, oceklis
perjalanan dinas, akomodasi dalam waktu paling hai  |[cek & ricelk
fama 5 (kma) hari;

Malsksanakan kegiatan chesk and mecheck,

money pada sasaran yang pemah diakukan - 3 (tiga) |jadwal
kegiatan penyuluhan hukum dan pensrangan hari __“___mB._ﬂ.m_._uﬂ_.__
hukum dalam wakta paling lBmea 3 (tiga) hari;

Melaporkan kegiatan check and recheck, monev
kepada Kepala PFusal Pensrangan Hukum "
kemudian diteruskan kepada Jaksa Agung Muda h 3 (tiga) |taporan hasil

Intefjen dalem waktu paling lama 3 (tiga) hari _ T hari  [kegistan
setelah keglatan selesal,
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Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM)
Dan Pengelolaan publikasi Melalui Penerimaan Audiensi (Di Tinglat Kejaksaan Agung)

PELAFSANA

KELEKG

JAM | RAPUS |
WAKTU
AGUNG | samsa | INTEL | PEMKUM | HUBAGA | KALNP | KALP | HON | KAPAN

ﬂ.__ﬁumu

Pansrimaan Pengaduan Masyanabat (PFPH dan

Pengadandaporan mengenal pelanggeran dispin
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